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ABSTRAK

Skripsi ini memiliki objek penelitian berupa perjanjian kerjasama bagi hasil
ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
yang dalam pembuatan perjanjian dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat turun
temurun di masyarakat dan diucapkan dengan lisan, perjanjian ini biasa disebut
dengan istilah “paroan”. Penelitian ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang
pertama mengenai bagaimana analsis problematika dalam praktik paroan ternak di
Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, kemudian
pertanyaan kedua bagaimana analisis Hukum Islam dan KUHPerdata terhadap
paroan ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro.

Skripsi ini berjenis penelitian lapangan dimana data dari penelitian ini
dikumpulkan melalui dua cara, yakni wawancara dan dokumentasi. Kemudian data
yang telah terkumpul yakni mengenai segala sesuatu yang ada dalam praktik paroan
ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan teori perjanjian dalam
Hukum Islam, mudarabah dan Buku 11l KUHPerdata.

Pada akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul dalam
perjanjian paroan ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro tersebut tercipta bukan karena sistem pembuatan perjanjian
yang dilakukan berdasarkan kebiasaan melainkan ditimbulkan oleh para pihaknya
sendiri yang tidak melaksanakan perjanjian berdasakan kesepakatan awal.
Kemudian perjanjian paroan di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi ini dianggap sah
dan memiliki kekuatan hukum karena memenuhi syarat dan rukun yang didasarkan
pada perjanjian dalam hukum Islam kecuali pada perjanjian yang kerugianya wajib
ditanggung oleh kedua pihak dimana seharusnya peternak tidak ikut menanggung
kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahanya, maka dengan dilakukanya hal
tersebut perjanjian menjadi tidak memenuhi kriterian akad mudarabah. Perjanjian
ini juga dianggap sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal
1320 KUHPerdata, dengan catatan perjanjian dibuat seperti contoh dalam
pembahasan.

Saran untuk masyarakat dan pelaku yang sedang atau akan membuat
perjanjian serupa, sebaiknya harus lebih diperhatikan lagi apa saja isi perjanjian dan
hal-hal penting yang harus ada dan disebutkan secara jelas di dalamnya, hal tersebut
dilakukan guna meminimalisir peluang terjadinya sengketa. Kemudian perjanjian
tersebut dilakukan tidak hanya dengan lisan saja tapi juga ditambah dengan catatan
atau tulisan karena bukti tersebut akan sangat berguna apabila salah satu pihak
berusaha melakukan perbuatan ingkar janji.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat berbagai tradisi atau adat yang melekat bahkan
mengakar di masyarakat sehingga sangat sulit dihilangkan karena sudah seperti
kebiasaan yang sangat wajar dan akan ada keanehan apabila tidak dilakukan
dengan cara tersebut. Kebiasaan itu berawal dari interaksi sosial yang dilakukan
oleh masyarakat yang kemudian saling mempengaruhi antar individu berupa
pikiran, kehendak, dan perilaku yang lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan
apabila dilanjutkan terus menerus maka akan menjadi sebuah adat.! Banyak
sekali kebiasaan masyarakat desa yang sudah menjadi seperti adat, tidak
terkecuali dalam hal muamalah. Terdapat beberapa kegiatan muamalah yang
masih mempertahankan adat atau tradisi yang terjalin dari dulu dan masih
berlangsung sampai sekarang. Dalam kegiatan ekonomi misalnya banyak
dilakukan kegiatan kerjasama dalam bidang pertanian dan peternakan

menggunakan kebiasaan turun temurun berdasarkan kebiasaan.

Meskipun sudah banyak usaha peternakan modern yang berkembang
akan tetapi masih terdapat usaha peternakan tradisional yang dilakukan oleh
masyarakat khususnya yang terjadi di desa. Salah satunya yang dilakukan oleh
masyarakat di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro mereka biasa melakukan kerjasama dalam pemeliharan atau ternak
sapi dan kambing. Dalam pelaksanaan kegiatan peternakan tidak semua pelaku
usaha melakukan usaha mandiri atau perorangan, hal tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya karena alasan tidak ada modal, karena tidak ada
waktu untuk melakukan kegiatan tersebut, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu

untuk menyiasatinya maka dilakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Dalam kerjasama tersebut terdapat dua pihak yakni pertama pemodal
yang menitipkan modalnya dan kedua peternak yang bertugas untuk

! Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, (Jakarta: Kencana, 2017),

4.



mengembangkan modal yang diberikan oleh pemodal dalam usaha ternak
hewan. Modal yang diberikan bisa berupa uang tunai atau sudah berupa hewan
ternak. Masyarakat disana menggunakan sistem bagi hasil dalam kerjasama
tersebut, di mana cara bagi hasilnya didasarkan adat kebiasaan di tempat
tersebut dan juga kesepakatan yang mereka buat. Berdasarkan kebiasaan disana
sistem bagi hasil yang digunakan bisa dengan cara pembagian atas prosentase
tertentu dari penjuala hewan ternak atau menggunakan cara lain yakni dengan
pembagian anak hewan secara bergiliran sesuai kesepakatan. Di dalam
penghitungan bagi hasil dalam kerjasama tersebut tidak dimasukan mengenai
besar kecilnya pengeluaran yang diperlukan oleh pihak peternak selama masa
pemeliharaan hewan ternak. Padahal hal tersebut merupakan salah satu hal
penting dan patut untuk diperhitungkan dalam suatu usaha atau bisnis.
Perhitungan yang dilakukan sedemikian rupa, menyebabkan kemungkinan
adanya ketidak sesuaian dalam bagi hasilnya.

Sebelum melakukan kerjasama tentu saja dilakukan kesepakatan yang
dilakukan antara dua pihak atau lebih guna mempertemukan beberapa
kepentingan yang kemudian disatukan dalam sebuah kontrak atau perjanjian.?
Kesepakatan yang lazim dilakukan masyarakat disana yakni berbentuk
perjanjian secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian secara lisan dianggap lebih
mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan waktu cukup lama. Perjanjian
tersebut sangat menjunjung asas kekeluargaan yang dilaksanakan dalam rangka
tolong menolong dalam hal perekonomian sesama keluarga atau tetangga desa.
Perjanjian yang biasa dibuat tersebut dilakukan tanpa memperhatikan hal-hal
penting yang memang seharusnya dimasukan dalam perjanjian karena mereka
tidak sampai memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan atau didapatkan

di kemudian hari.

Pada praktiknya ditemukan beberapa pelaku yang pernah melakukan
perjanjian kerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem tersebut dan

merasa dirugikan, baik dari pihak peternak maupun pemodal. Salah satu contoh

2 Agus Yuda Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, (Jakarta:
Kencana, 2014), 1.



kasusnya adalah salah satu pihak dalam perjanjian merasa tidak pernah
menyepakati hal tertentu tapi dalam praktiknya salah satu pihak menuntut atas
hal tertentu. Pembuatan perjanjian yang tanpa memperhatikan isi dan hanya
berdasarkan pada adat kebiasaan memungkinkan menyebabkan hal tersebut
bisa terjadi. Tindakan ingkar janji atau wanprestasi sangat mungkin terjadi
dilakukan oleh salah satu pihak tetapi pihak lain tidak bisa membuktikannya
karena perjanjian dilakukan secara lisan. Maka hal tersebut menjadi masalah

tersendiri yang terjadi akibat dari pembuatan perjanjian tersebut.

Dalam ekonomi Islam dikenal pula kerjasama bagi hasil yakni akad
mudarabah. Akad mudarabah merupakan suatu kerjasama antara pemilik
modal dengan pekerja dimana pemilik modal akan menyerahkan modalnya
kepada pekerja untuk dimanfaatkan dalam suatu usaha kemudian keuntungan
dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian menjadi
tanggungan dari pemiliki modal.® Secara sekilas akad ini memiliki kemiripan
dengan sistem paroan ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut dapat dilihat dari para pihaknya dan
penerapan sistemnya yang menggunakan bagi hasil serta dalam mudarabah
terdapat unsur tolong-menolong dan memiliki kesamaan dengan sistem yang
dijalankan oleh warga desa akan tetapi apakah ini memang benar-benar

memenuhi Kkriterian akad mudarabah apabila dilihat dari syarat dan rukun.

Dasar hukum dari melakukan kegiatan ekonomi yakni terdapat dalam
Surat Al-Bagarah ayat 29 dan Surat Al-Maidah ayat 87 yang kemudian

membangun lahirnya kaidah muamalah:
et A5 e i 0% AT Y1 4Gy eodlalaall Lo Jeal)

Artinya: Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali
ada dalil yang mengharamkanya.*

3 Nilam Sari, Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (Banda
Aceh: Pena, 2015), 53-54.
4 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fighiyyah muamalah, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya
Kualitas Umat, 2015), 135.



Jadi maksud dari kaidah tersebut yakni semua bentuk kegiatan
muamalah termasuk didalamnya bidang perekonomian dan bisnis hukumnya
adalah boleh kecuali apabila terjadi suatu penyimpangan dari ketentuan yang
terdapat dalam al-Qur’an, al- Sunnah dan Ijma’. Melihat dari masalah yang
terjadi dalam kegiatan paroan ternak tersebut maka harus diperhatikan lagi akan
pelaksanaan kerjasama tersebut. Dengan munculnya pengakuan dimana salah
satu pihak ada yang dirugikan maka istilah suka sama suka atau keridhoan para
pihak akan sulit didapatkan, padahal dalam bermualah atau kerjasama usaha
tidak boleh ada kedzaliman terhadap salah satu pihak karena hal tersebut dapat
menyebabkan keharaman atas kegiatan muamalah tersebut, serta keridhaan dari
kedua belah pihak harus didapatkan hal tersebut disebutkan dalam Surat an-

Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:
2280 al 55 (e 555 036 &1 ) Bl & 2800520 13K ¥ 1l Gl 1@

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu....,°

Serta perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan suatu usaha atau
bisnis terdapat etika dalam pelaksanaanya yakni, pertama tidak melupakan
hubungan dengan sang khalig. Kedua berorientasi untuk memudahkan
peribadatan kepada Allah. Ketiga harus sesuai dengan sistem ekonomi dan
bisnis yang benar, transparan dan sah menurut agama, undang-undang dan
hukum adat yang berlaku tanpa ada yang dirugikan, tertipu, tertekan dan
terancam (jiwanya, agama, pikian, kehormatan dan hartanya). Keempat
mengandung sifat kemanusiaan dan memiliki fungsi sosial. Kelima memiliki

sistem sosial yang sehat yang dilahirkan dari interaksi yang sehat.®

Perlu diingat hukum Islam adalah syara’ yang berarti aturan yang
diadakan oleh Allah dan dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang
berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun amaliyah (perbuatan) yang

5 Al-Qur’an, 4: 29, dan Terjemah Qur’an Kemenag, dalam https://quran.kemenag.go.id/index.php
[sura/4/29, diakses pada 23 Juni 2021.
¢ Sugiyah Musafa’ah, Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Surabya: tp, 2017), 57.


https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29
https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29

harus dilakukan dan ditaati oleh seluruh umat Islam.” Jadi sudah pasti bahwa
hukum tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dalam
rangka mencapai kebahagiaanya di dunia dan akhirat.® Maka dalam

pelaksanaanya perlu adanya kehati-hatian.

Mengenai perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam hukum adat, telah
mendapat pengaturan dalam bentuk undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang perjanjian Bagi Hasil.® Akan tetapi undang-undang tersebut hanya
mengatur mengenai perjanjian bagi hasil yang obyeknya berupa tanah. Sedang
mengenai bagi hasil ternak hewan sendiri terdapat dalam undang-undang
Nomor 6 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan Pasal 17 ayat (1,2, dan 3), dimana ketentuan pasal tersebut
memiliki kemiripan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat
di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Dalam Pasal 17 ayat (1, 2, dan 3) undang-undang Nomor 6 tahun 1967
tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk perjanjiannya, didalamnya
hanya dijelaskan mengenai pengertian peternakan dengan dasar bagi hasil,
dimana cara bagi hasilnya melalui pemberian keturunan ternak selanjutnya atau
dalam bentuk lainya sesuai kesepakatan para pihak. Kemudian dicantumkan
pula jangka waktu pengembalian hewan ternak yakni 5 tahun tapi hanya untuk
ternak besar untuk ternak kecil waktunya dapat diperpendek lagi sesuai
kesepakatan. Dijelaskan pula persentase bagi hasil dalam ayat (3) dimana “jika
pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak yang
harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga
jumlah keturunan ternak semula itu”. Maka dapat diketahui pula bahwa terdapat
kebebasan dalam perjanjian dalam penentuan cara bagi hasil atau jangka

waktunya sesuai dengan syarat yang disebutkan.

" Eva Iryani, “Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal limiah Batanghari Jambi,
No. 22, Vol. 17, (2017), 24, Dalam https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-
asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aalf8a.pdf., Diakses pada 24 Februari 2021.

8 Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 1lmu Hukum Islam, (Bandar Lampung: t.p., 2015), 2.

® Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 14.



Akan tetapi karena peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945
maka undang-undang tersebut dicabut kemudian diganti dengan UU No. 18
Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan undang-undang ini
kemudian mendapat perubahan dalam UU No. 41 Tahun 2014 Tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 31 undang-undang tersebut
berisi mengenai ketentuan bahwasanya peternak dapat melakukan kemitraan
usaha pada budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang yang dibuat dengan
ketentuan saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai,
bertanggung jawab, ketergantungan, berkeadilan. Selain itu dijelaskan para
pihak yang diperbolehkan melakukan usaha kemitraan, dan bentuk dari

kemitraan yang dapat dilakukan.

Karena dalam undang-undang yang disebut diatas tetap tidak
menyebutkan secara jelas mengenai ketentuan pembuatan kontraknya oleh
sebab itu mengenai pembuatan kontraknya kembali menggunakan ketentan
yang ada pada KUHPerdata karena ketentuan berkontrak di Indonesia sampai
saat ini sebagaian besar masih berpegang pada buku 11l KUHPerdata.l°
KUHPerdata sendiri tidak menyebutkan secara sistematis mengenai bagaimana
bentuk dari perjanjian tersebut dibuat. Dalam Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan
bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya” hal tersebut bermakna bahwa
perjanjian bagaimanapun bentuknya baik lisan maupun tertulis selama
perjanjian itu sah maka menjadi peraturan yang mengikat bagi pihak yang
menyepakatinya. Jadi dalam pembuatan perjanjian tidak terdapat sistem baku

yang mengaturnya dan didalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak.!

Kemudian dalam Pasal 1338 ayat (1) juga mengandung asas lain yakni

asas kepastian hukum. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya istilah “secara

10" Abdul Rokhim, “Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian”, Negara
dan Keadilan, Vol. 5, No. 9, (Agustus, 2016), 1, dalam
http://repository.unair.ac.id/13597/1/ABDUL%20ROKHIM.pdf., diakses pada 23 Januari 2021.

11 Billy Dicko Stepanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”, Prival Law,
Vol. (AVA No. 2, (Juli-Desember, 2016), 115, dalam
https://media.neliti.com/media/publications/164680-1D-kekuatan-hukum-perjanjian-lisan-
apabila.pdf., diakses pada 24 Februari 2021.



sah” yang terdapat dalam Pasal tersebut, dari sana menunjukan bahwa pembuat
undang-undang mengharuskan pembuatan hukum harus berdasarkan hukum.
Dengan dimasukanya unsur hukum dalam pembuatan perjanjian atau secara sah
maka perjanjian sudah mengikat para pihak.*? Oleh sebab itu untuk mengetahui
apakah perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum maka perlu
didampingi oleh pasal-pasal lain dalam KUH Perdata sehingga bisa menjadi

suatu kesatuan hukum perjanjian/kontrak yang bulat.

Hal utama atau terpenting untuk mengetahui apakah perjanjian memiliki
kekuatan hukum atau tidak adalah dengan mengetahui apakah perjanjian
tersebut sah atau tidak. Dalam KUH Perdata sendiri syarat sah dibuatnya
perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 yang berbunyi “untuk sahnya persetujuan-
persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan
diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu
sebab yang halal”. Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut maka

perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Selain dua asas yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) tersebut,
dalam KUH Perdata juga mengandung beberapa asas perjanjian dimana asas ini
patut untuk diterapkan guna memperoleh tujuan dari perjanjian. Dari banyaknya
asas, terdapat asas-asas perjanjian yang dianggap penting dan sangat berguna
apabila diaplikasikan dalam pembuatan perjanjian diantaranya asas
konsensualisme, asas keseimbangan atau asas proporsionalitas, asas personalia

atau asas perorangan, dan asas kepatutan hukum.*3

Perjanjian dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan hak dan
kewajiban maka seyogyanya harus dibuat sebaik mungkin sehingga pertukaran
dari hak dan kewajiban dapat berlangsung dengan baik, adil dan seimbang.*

Karena urgensi dari pengaturan sebuah kontrak adalah untuk menjamin

12| Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 4.

13 Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,
Bina Mulia Hukum, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018), 115-117, dalam
https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-
67aalf8a.pdf., diakses pada 22 Januari 2021.

14 1bid, Hal. 111.



pertukaran kepentingan yang secara proporsional antara para pihak.’® Oleh
sebab itu, maka untuk memperoleh suatu perjanjian yang baik maka perlu
diperhatikan beberapa hal yang harus dilakukan serta dimasukan dengan
beberapa hal yang dianggap penting bagi pembuat perjanjian guna
meminimalisir peluang terjadinya sengketa di kemudian hari.® Perjanjian atau
kontrak yang dibuat tanpa memperhatikan hal-hal yang harus dimuat atau
dimasukan dalam perjanjian ditambah lagi bentuk perjanjian yang dibuat secara
lisan. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa pada perjanjian yang dibuat
kemudian bentuk perjanjiannya adalah lisan maka pembuktianya akan sulit
dilakukan karena bukti secara riil tidak tampak.

Berawal dari uraian diatas, dalam penelitian ini akan mengkaji
mengenai perjanjian paroan ternak hewan di Desa Tumbrasanom Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dimana dalam perbuatan perjanjian
didasarkan pada adat atau kebiasaan yang berkembang disana, serta
perjanjianya yang dibuat secara lisan. Perjanjian yang dibuat sedemikian
dianggap kurang kuat untuk digunakan sebagai pengikat hubungan kerjasama
antar para pihak dengan ditemukannya beberapa kasus yang dialami tanpa ada
penyelesaian karena mereka merasa tidak ada bukti telah dilakukanya perjanjian
tersebut sehingga dapat dipertanyakan kekuatan hukum yang terkandung dan
kekuatan hukum ini bisa ada apabila perjanjian dianggap sah secara hukum dan
bisa dibuktikan benar terjadi adanya. Dalam penelitian ini akan menggunakan

dasar hukum perjanjian dalam Islam dan KUHPerdata.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah

yang muncul dan dapat diteliti adalah sebagai berikut:

1. praktik dari perjanjian paroan ternak
2. Analisis mengenai problematika yang terjadi dalam praktik paroan ternak

3. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian paroan ternak

15 Hernoko, Hukum Perjanjian..., 6
16 Sinaga, Peranan Asas-Asas..., 111-113.



4. Tinjauan hukum positif di Indonesia dalam hal ini KUHPerdata terhadap
paroan ternak
5. Penerapan asas-asas perjanjian dalam pembuatan dan pelaksanaan

perjanjian paroan ternak

Kemudian dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi tersebut maka

peneliti membatasi menjadi dua masalah untuk diteliti:

1. Analisis problematika dalam praktik paroan ternak di Desa Tumbrasanom
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam dan KUHPerdata terhadap paroan ternak di Desa

Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah
Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi serta pembatasan
masalah diatas maka dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian

pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis problematikan dalam praktik paroan ternak di Desa
Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KUHPerdata terhadap paroan
ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran mengenai penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya melalui daring ditemukan beberapa penelitian yang
memiliki relevansi atau kemiripan dengan penelitian skripsi ini dalam
bentuk jurnal dan skripsi. Pemetaan kajian pustaka ini bertujuan untuk
mempermudah penelitian dalam menentukan ruang lingkup dan batasan
masalah. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Skripsi karya Nur Wahid dengan judul tujuan “Hukum Islam Terhadap
Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Studi Kasus di Desa

Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”. Menjelaskan praktik



bagi hasil hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen dimana terjadi suatu kasus wanprestasi yang
dilakukan oleh pemilik hewan dengan cara membatalkan perjanjian
kemudian pemilik hewan memberikan berupa upah sebagai balasan jasa
atas pemeliharaan hewan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan
nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.l” Persamaan dengan
penelitian yang dilakukan penulis adalah pada obyek penelitian yakni
akad bagi hasil hewan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
penulis adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pembagian
nisbah bagi hasil ternak kemudian pada penelitian ini tidak dimasukan
analisis menurut hukum positif hanya dijelaskan analisis menurut
hukum Islamnya saja.

2. Karya tulis Billy Dicko Stepanus Herefa, berjudul “Kekuatan Hukum
Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi” yang dimuat dalam
Jurnal Private Law. Didalamnya berisi analisis Putusan Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015. PN. Yyk mengenai kasus
wanprestasi atas perjanjian lisan. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui kekuatan perjanjian lisan untuk dijadikan dasar hukum atau
bukti sebagai petimbangan hakim untuk menyatakan seseorang telah
melakukan wanprestasi.'® Persamaan dengan penelitian penulis yakni
membahas mengenai kekuatan pejanjian lisan atau tidak tertulis.
Perbedaanya petama pada analisi ini menggunakan penelitian
kepustakaan berupa putusan sedang penulis menggunakan penelitian
lapangan, kedua pada penelitian ini tidak terdapat analisis hukum Islam.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam
Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi Studi Kasus di Pekon
Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten

Tanggamus”, oleh Tria Kusumawardani. Penelitian ini Menjelaskan

17 Nur Wahid, “Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Studi
Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”, (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016),
1-8, dalam, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/414/1/COVER_ABSTRAKSI_BAB%20I _
BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf , diakses pada 25 Januari 2021.

'8 Harefa, Kekuatan Hukum ...”, 113.



bagi hasil sistem mudharabah dan keuntungannya dibagi berdasarkan
kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dijelaskan pula kontrak yang
dilakukan dengan cara tidak tertulis hal tersebut memungkinkan
terjadinya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang sebelumnya telah
disepakati dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan.® Kesamaan
yang ditemukan yakni pada obyek penelitian yakni perjanjian kerjasama
bagi hasil ternak hewan. Perbedaannya penelitian ini hanya fokus pada
analisis praktik perjanjian bagi hasilnya menggunakan tinjauan hukum
Islam dan tidak menjelaskan analisis menggunakan dasar hukum positif
di Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis Ahmad Syaiful Imam dengan judul “Implementasi
Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dengan Akad Mudharabah
(Study Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo
Kecamatan Tikung Kab. Lamongan)”. Penelitian ini menjelaskan
mengenai pelaksanaan dari bagi hasil dari ternak sapi apakah telah
sesuai dengan sistem mudharabah dalam hukum Islam.?° Persamaan
dengan penelitian dari penulis adalah pada objek penelitiannya yakni
kerjasama bagi hasil ternak hewan. Perbedaan penelitian ini hanya fokus
pada analisis pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan masyarakat
disana dengan sistem bagi hasil dalam Islam yakni menggunakan akad
mudharabah, sedangkan pada penelitian yang yang dilakukan oleh
penulis lebih fokus pada kekuatan perjanjian dari kegiatan kerjasama
bagi hasil ternak hewan di Desa Tumbrasanom Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro menggunakan dasar hukum

masalahah mursalah dan KUHPerdata.

19 Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi hasil dalam Kerjasama
Pengembangbiakan Ternak Sapi Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan
Sumberejo Kabupaten Tanggamus”, (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 3-8, dalam
http://repository.radenintan.ac.id/4921/1/SKRIPSI.pdf, diakses pada 25 Januari 2021.

20 Ahmad Saiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dengan Akad
Mudharabah (studi kasus kelompok ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kecamatan Tikung
Kab. Lamongan)”, (Skripsi--UIN ~ Sunan  Ampel, Surabaya, 2019), 5, dalam
http://digilib.uinsby.ac.id/36320/3/Ahmad%20Saiful%20Umam_G04215003.pdf, diakses pada 25
Januari 2021.



5. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Lex Privatum dengan judul
“Kepastian Hukum Perjanjian Lisan Menurut KUHPerdata Pasal 1338”
karya Regina Veronika Wauran, Said Aneke R., dan Butje Tampi.
Didamnya dipaparkan bagaimana kepastian hukum perjanjian secara
lisan menurut KUHPerdata dan pembuktianya serta penyelesaian
sengketa perjanjian secara lisan jika terjadi wanprestasi.?! Persamaan
yang ditemukan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis adalah pada penerapan dasar hukum yang diambil yakni
menggunakan KUHPerdata. Ditemukan beberapa perbedaan yakni
pertama pada penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif
kepustakaan sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis
menerapkan penelitian lapangan yang objek penelitiannya yakni
pejanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di
Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
Kedua pada artikel ini hanya dilakukan analisis menggunakan hukum
positif KUHPerdata saja akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis

dimasukan pula analisis hukum Islam.

Dari beberapa penjelasan persamaan dan perbedaan diatas dapat
disimpulkan bahwa penelitian pada skripsi ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang disebutkan diatas karena lebih terfokus pada bagaimana
praktik dan keabsahan perjanjian lisan pada kerjasama bagi hasil ternak
yang dilakukan di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten

Bojonegoro menggunakan analisis hukum Islam dan KUHPerdata.

E. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana analisis mengenai
problematika perjanjian paroan ternak yang dilakukan oleh masyarakat

di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

21 Regina Veronika Wauran, et all, “kepastian hukum perjanjian lisan menurut KUHPerdata Pasal
13387, Lex Privatum, Vol. VIII, No. 4, (Oktober-Desember, 2020), 86, dalam
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30971/29728., diakses pada 25
Januari 2021.



2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam
dan KUHPerdata terhadap kekuaan hukum perjanjian paroan ternak
yang dilakukan di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem

Kabupaten Bojonegoro

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat keilmuan teoritis
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang
muamalah terutama dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama bagi
hasil. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk
penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dalam pelaksanaanya.

2. Manfaat fungsional praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan masukan
kepada masyarakat dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama bagi
hasil ternak agar menjadi lebih baik lagi, sehingga kasus yang sama

tidak terulang kembali.

G. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini akan memuat beberapa kata atau kalimat yang
perlu dijelaskan karena menjadi variabel penting yang akan menjadi inti
dalam pembahasan penelitian ini. Kata atau kalimat yang dimaksud adalah
sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Seperangkat aturan yang menjadi pijakan untuk setiap
tindakan yang dilakukan umat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum perjanjian
dalam hukum Islam secara umum dan akad mudarababh.

2. KUHPerdata: lalah dasar hukum tertulis mengenai masalah perdata
yang berlaku di Indonesia. Jadi penelitian mengenai perjanjian paroan
ternak ini ditinjau menggunakan kaidah perjanjian yang terdapat pada
buku 111 kitab undang-undang hukum perdata.

3. Paroan ternak: Suatu Perjanjian atau kontak kerjasama yang dibuat oleh
pemilik modal dan peternak berdasarkan kebiasaan atau adat setempat

dan diucapkan secara lisan tanpa ada saksi yang isinya mengenai



kerjasama untuk mengembangkan usaha menggunakan sistem bagi hasil
yang objeknya berupa hewan ternak sapi atau kambing dengan

prosentase bagi hasil sesuai kesepakatan yang dibuat.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (field research),
dimana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau
lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.?? Dalam penelitian ini penulis
akan terjun langsung kelapangan guna mencari data yang dibutuhkan
mengenai paroan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Data penelitian

Data yang berusaha dikumpulkan penulis melalui sumber data yang
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Data-data yang terkumpul adalah

sebagai berikut:

a. Data profil Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro.

b. Data keadaan penduduk Desa Tumbrasanom Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

c. Data mengenai praktik perjanjian dan akad paroan ternak di Desa
Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh dari subyek yang

diteliti, berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.?®

22 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80.
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.),
129.



a. Sumber data primer

Sumber data primer sendiri adalah sumber data yang diperoleh dari
subyek yang diteliti secara langsung. Sumber data primer dalam
penelitian ini diperoleh secara langsung dari para pihak yang sedang
ataupun yang pernah melakukan perjanjian paroan ternak dalam hal ini
peternak dan pemberi modal, serta perangkat desa guna mendapat data
mengenai keadaan penduduk melalui kegiatan wawancara yang
dilakukan oleh penulis secara langsung dengan narasumber.

1.) Mad Jaini, selaku peternak yang pernah melakukan kerjasama
bagi hasil ternak hewan
2.) Aripin, selaku pemilik modal yang pernah melakukan kerjasama

bagi hasil ternak hewan

3.) Ahmad Habibie, selaku peternak yang pernah melakukan
kerjasama bagi hasil ternak hewan

4.) Purniawan, selaku peternak yang pernah melakukan kerjasama
bagi hasil ternak hewan

5.) Izzul Muslimah, selaku pemilik modal yang pernah melakukan
kerjasama bagi hasil ternak hewan

6.) Rejo, selaku peternak yang pernah melakukan kerjasama bagi
hasil ternak hewan.

7.) M. Lugman, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tumbrasanom.

b. Sumber data sekunder

Sedang sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak
diperolen secara langsung dari subjek penelitian, bisa berupa
dokumentasi maupun data laporan yang diperoleh.?* Sumber data
sekunder ini diperuntukkan untuk mendukung sumber data primer yang

telah terkumpul.

24 Ema Fardiana, “Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah
Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)”, (Skripsi, -- UIN Maulana Malik
Ibrahim, Malang, 2010), 56-57, dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/
lexprivatum/article/view/30971/29728, disakses pada 23 Februari 2021.



1.) Buku maupun artikel yang memuat teori-teori hukum dan
peraturan yang memiliki keterkaitan dengan objek atau masalah
dari penelitian yang dilakukan.

2.) Kitab undang-undang hukum perdata

3.) Website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk menyusun penelitian ini adalah dengan
cara interview (wawancara) dan dokumentasi.

Wawancara merupakan dialog atau percakapan yang dilakukan antara
pewawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi yang
dibutuhkan.?®> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan antara peneliti
secara langsung dengan para pelaku atau pihak yang pernah melaksanakan
perjanjian paroan ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro serta perangkat Desa Tumbrasanom untuk
mendapatkan data mengenai keadaan penduduk.

Teknik yang kedua dokumentasi, data atau informasi diperoleh dari
tulisan berupa catatan, dokumen, laporan, buku maupun internet yang
terkait dengan masalah serta sebagai data penunjang dari penelitian yang
dilakukan. Dari teknik pengumpulan data dokumentasi ini penulis mendapat
data berupa profil desa, data laporan mengenai keadaan penduduk serta data
atas kepemilikan ternak di Desa Tumbrasanom hal ini dibutuhkan untuk
menggambarkan bagaimana keadaan dari lokasi penelitian dari data-data

yang diperoleh tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data kemudian akan diolah dan terakhir
dilakukan analisis data. Analisis data sendiri memiliki pengertian suatu
kegiatan melalui proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan
transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh

informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan

25 Nasution, Metode Research (Penelitian limiah), (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 106-113.



yang akhirnya akan mendukung dalam pembuatan suatu keputusan.2®
Dalam tahap analisis dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif
dengan menggambarkan menggunakan kata-kata bagaimana fenomena
yang diteliti secara spesifik sesuai yang diperoleh dengan keadaan yang ada
di lapangan yang kemudian diklasifikasikan dan pada tahap terakhir dapat
diperoleh kesimpulan atas analisis yang dilakukan.

Dalam penelitian ini data yang terkumpul di lapangan mengenai
perjanjian paroan ternak yang terjadi di Desa Tumbrasanom Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro akan dianalisis menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Metode tersebut dipilih guna memudahkan
menggambarkan situasi yang terjadi dalam kasus yang diteliti. Kemudian
juga akan dilanjutkan dengan analisis dengan pengambaran bagaimana

pandangan hukum Islam dan KUHPerdata menyikapi kasus tersebut.

I. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini akan dilakukan dalam bentuk bab-bab yang
yang didalamnya terdapat sub-sub guna memudahkan pemahaman dan

pembahasan penelitian yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan. Berisi segala hal yang berkaitan tentang
rancangan dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini memuat sembilan
sub bab yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir

sistematika pembahasan.

Bab dua konsep perjanjian bagi hasil dalam hukum Islam dan
KUHPerdata. Didalamnya berisi mengenai teori-teori perjanjian dalam
hukum Islam secara umum, akad mudarabah atau bagi hasil dalam Islam

serta teori perjanjian dalam KUHPerdata.

% Restu Kartiko Widi, Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan
Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 257.



BAB tiga perjanjian paroan ternak di Desa Tumbrasanom
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab ini akan
memuat profil desa yang memuat letak geografis dan keadaan penduduk.
Kemudian akan diuraikan pula mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dalam praktik pembuatan perjanjian paroan ternak hewan di Desa
Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

BAB empat analisis hukum Islam dan KUHPerdata terhadap paroan
ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro. Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis problematika
perjanjian paroan ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro, serta keabsahan dari perjanjian tersebut
berdasarkan pandangan hukum Islam yang didalamnya mengacu pada teori
perjanjian dalam hukum Islam secara umum dan juga akad mudarabah.
Kemudian analisis perjanjian paroan ternak menggunakan dasar hukum
KUHPerdata. Bab ini akan berisi analisis dari gambaran data yang telah
disebutkan dalam bab I1I.

BAB lima Penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan versi
pendek dari jawaban penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian pada bab
ini juga terdapat saran yang membangun yang ditujukan untuk beberapa
pihak.



BAB Il
KONSEP PERJANJIAN BAGI HASIL
DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

A. Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Pengertian Janji (al-wa’ad) memiliki perbedaan arti atau maksud
dengan perjanjian atau kontrak (al-’ aqd). Perjanjian/kontrak merupakan
suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pernyataan berupa
keinginan dari salah satu pihak kemudian penyataan tersebut diterima oleh
pihak lain yang akhirnya menimbulkan akibat hukum atas objek yang
diperjanjikan, serta melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang
terlibat. Sedangkan janji memiliki arti “keinginan” yang dikemukakan oleh
seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan,
dengan tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainya. Perbedaan lainya
yakni Perjanjian/kontrak lebih bersifat mengikat (mulzim) kepada para
pelakunya dan wajib dilaksanakan, hal tersebut dipandang baik dari segi
hukum (legal formal) maupun agama (diyanah) ketika semua persyaratan

telah terpenuhi.?

Hukum perdata Islam mengenal kontrak atau perjanjian dengan sebutan
akad (al-aqd). Akad merupakan kata dalam Bahasa Indonesia serapan dari
Bahasa arab “al-aqdu” yang menurut wahbah zuhaili berarti ikatan (al-
rabth). Asal katanya berasal dari ‘agada-ya’gidu-"aqdan yang memiliki tiga
persamaan Yyakni menjadikan ikatan (ja'ala ‘uqdatan), memperkuat
(‘aggada), dan menetapkan (lazima).? Adapun definisi kontrak atau
perjanjian secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab
dan qabul berdasarkan ketentuan syariah (Allah dan Rasu-Nya) yang
menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat.

! Nilam Sari, Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (Banda
Aceh: Pena, 2015), 33.
2 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.
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ijab dan qgabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukan adanya
keinginan dan kerelaan secara timbal balik dari para pihak yang terlibat
dalam kontrak. Oleh karena itu, ijab dan gabul menimbulkan hak dan
kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Pencantuman kata
“sesuai kehendak syari’ah” dalam definisi diatas, tidak dipandang sah
apabila tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan

shyar’i.2
2. Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Islam

Agar suatu perjanjian dianggap sah maka harus dipenuhi rukun dan
syarat dari akad yang sedang dilakukan. Rukun merupakan suatu yang wajib
dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah

unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau perbuatan.

Rukun yang terdapat dalam akad yakni terdapat dua orang atau lebih
yang melakukan akad, objek akad, lafadh akad (sighat akad) akan tetapi dari
ketiga rukun tersebut rukun akad yang paling penting dan utama adalah ijab
gabul. Kemudian dari ketiga ruukun tesebut juga harus memenuhi syarat-
syarat yang menjadi penyerta agar akad yang dilakukan sah dan dapat
memiliki kekuatan hukum. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Mahal al-‘aqd (objek akad)

Objek akad yakni barang yang dipergunakan atau disebutkan dalam

akad. Syarat dari objek akad agar akad menjadi syarat sebagai berikut:*

1.) Barang suci dan apabila najis maka masih bisa dibersihkan,
maka barang yang najis secara dzati tidak bisa digunakan
sebagai objek akad.

2.) Barang dapat digunakan sesuai dengan cara yang disyaratkan

3 Sari, Kontrak (Akad) ..., 34.
4 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 29.



3.) Obyek dapat menerima hukum akad, contohnya dalam jual beli
objek atau barang tidak boleh barang haram atau mubah
termasuk benda-benda milik Negara.

4.) Barang dapat diserahterimakan pada waktu akad terjadi. Barang
harus diketahui wujudnya oleh orang yang berakad untuk barang
yang dijual secara langsung. Diketahui (ukuran, jenis dan
kriteria apabila barang tidak berada di tempat transaksi) serta
barang merupakan milik sempurna dari orang Yyang
mempergunakanya didalam akad. Intinya obyek akad harus
berwujud, jelas, dan dapat diserahkan, kecuali pada akad salam.

b. Al-‘Agidain (pihak-pihak yang berakad)

Yang termasuk dalam pihak-pihak yang berakad ini adalah mereka
yang secara langsung terlibat dalam akad (subjek akad).® Agar akad
dianggap sah maka orang yang terlibat dalam akad tersebut juga harus

masuk dalam kriteria sebagai berikut:

1.) Mukallaf atau cakap hukum dimana secara hukum mereka dapat
dibebani kewajiban hukum yakni mereka yang berakal, dewasa
(baligh), dan tidak tercekal (tidak idiot atau dalam keadaan
pailit).® Apabila masih dibawah umur harus diwakili oleh
walinya. Seorang wali juga harus memiliki persyaratan yakni
kecakapan untuk melaksanakan tugasnya secara sempurna,
memiliki kesamaan pandangan (agama) dengan yang
diwakilinya, adil amanah, dan mampu serta paham atas
kepentingan dari perwalianya.

2.) Bebas memilih, para pihak tidak berada dalam tekanan atau
paksaan dalam melakukan akad tersebut.

3.) Adanya khiyar atau hak pilih, sebagai contoh khiyar syarat (hak
pilih menetapkan syarat), khiyar al-ru’yah (hak pilih dalam

melihat) dan masih banyak lagi

5 Anshori, Hukum Perjanjian..., 24.
® Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., 6.



c. Shighat al- ‘aqd (ungkapan untuk mengikatkan diri)

Shighat al- ‘aqd adalah ungkapan yang diucapkan oleh orang yang
berakad untuk mengutaran maksud dan keinginanya yang didalamnya
harus disertai ijab (ungkapan penyerahan barang) dan gabul
(penerimaan barang). Syarat dari ijab gabul adalah:’

1.) ljab gabul diucapkan oleh orang yang mencapai umur tamyiz
atau cakap hukum

2.) ljab gabul ditujukan untuk obyek perjanjian

3.) ljab gabul diucapkan dalam satu majelis apabila para pihak
hadir.

Dalam pendapat lain yakni dari Wahbah Zuhaili yang menyatakan
terdapat tiga hal yang mempengaruhi sahnya ijab dan gabul, yakni:
tujuannya jelas, terdapat kesesuaian antara ijab dan gabul, di dalam ijab
dan gabul terdapat kehendak yang pasti. Karena ijab dan gabul
dipengaruhi atas adat atau kebiasaan dan kepatutan maka para ahli
hukum berpendapat bahwasanya suatu akad belum dianggap sah apabila
belum terjadi penyerahan objek akad, karena dari kebiasaan yang ada
akad dikatakan mencapai akhir dengan ditandai adanya penyerahan
objek akad.® Menurut pendapat dari K.H. Ahmad Azhar Basyir
bahwasanya shighat akad dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai
berikut:®

1.) Shighat akad secara lisan
ljab dan gabul telah dilakukan apabila telah diucapkan dengan
syarat ucapan jelas dan dapat diterima dan disetujui oleh kedua
belah pihak.

2.) Shighat akad tertulis
ljab dan gabul seperti ini dilakukan dengan cara membuat surat

pernyataan perjanjian. ljab dianggap telah terjadi apabila pihak

" Anshori, Hukum Perjanjian..., 26
8 Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., 15.
9 Anshori, Hukum Perjanjian..., 28



kedua telah membaca surat dan gabul telah dianggap sah apabila
penerima surat memberi surat balasan atas ijab.

3.) Shighat akad menggunakan isyarat
Akad seperti ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak
bisa bicara dan tidak bisa menulis.

4.) Shighat akad dengan perbuatan
Bahwasanya segala yang ada di dalam akad harus diketahui
dengan jelas dan tidak diperkenankan adanya tipuan, kecohan
dan tindakan kecurangan yang lain.

d. Maudu’ al-‘aqd (tujuan akad)

Tujuan utama dari akad yakni adanya konsekuensi atau akibat
hukum dari akad yang dibuat. Akibat hukum akad berbeda-beda
tergantung pada bentuk dan jenis akad, contohnya dalam jual beli akibat
hukumnya yakni pemindahan kepemilikan atas benda dengan imbalan.
Akibat hukum ini akan segera berlaku setelah terpenuhi syarat-syarat
dari perjanjian.® Azhar Basyir berpendapat bahwa agar tujuan dari akad
tidak melenceng terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan,
pertama tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang lahir dari akad
(prestasi), kedua tujuan sebaiknya jelas ada sejak dibuatnya akad sampai
berakhirnya akad, ketiga tujuan akad tidak bertentangan dengan
ketentuan syara’ sehingga apabila tujuan akad bertentangan maka akad

harus dinyatakan batal demi hukum !

Sedangkan syarat sahnya perjanjian secara umum, adalah sebagai
berikut:!?

a. Tidak menyalahi hukum syara’ yang telah disepakati (al-Quran dan
al-Hadis).
b. Para pihak harus sama rida dan ada pilihan maksudnya dalam

pembuatan perjanjian terdapat kebebasan dalam menentukan isi dari

10 Sari, Kontrak (Akad)..., 39.
! Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., 14.
12 Anshori, Hukum Perjanjian ..., 29-30.



perjanjian selama kedua pihak sepakat dan tidak ada unsur paksaan,
kekhilafan dan penipuan.
Obyek perjanjian serta hak dan kewajiban harus ada secara jelas dan

gamblang.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Dalam Perjanjian Islam juga terdapat asas-asas yang merupakan suatu

yang seharusnya diaplikasikan dalam pembuatan perjanjian. Terdapat

banyak sekali asas-asas dalam perjanjian dalam Islam, akan tetapi berikut

ini merupakan asas-asas penting dalam pembuatan perjanjian:

a. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Dalam akad asas ini mengisyaratkan bahwa objek, subjek, serta cara
penyelesaian sengketa dapat ditentukan secara bebas. Akan tetapi
tetap dibatasi oleh ketentuan syara’ yang berlaku serta tidak ada
unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum surah Al-
Bagarah ayat 256.*

. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Bahwasanya dalam perjanjian para pihak memiliki kedudukan yang
sama dimata hukum sehingga dalam penentuan term and condition
dapat dilakukan secara seimbang antara kedua belah pihak. Dasar
hukum Surat al-Hujurat ayat 13.14

Al-‘Adalah (Keadilan)

Dalam perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan
seimbang dan tidak mendatang kerugian bagi salah satu pihak.
Sehingga dalam perjanjian para pihak dituntut berbuat kebenaran
dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan pemenuhan

kewajiban.

. Al-Rida (Kerelaan)

Asas ini mengharuskan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan

berdasarkan kesepakatan para pihak dan tanpa unsur paksaan,

13 Anshori, Hukum Perjanjian ..., 32

14 |bid, 32-33



tekanan, penipuan, dan mis-statemen atau dengan kata lain para
pihak suka sama suka dengan kesepakatan yang dibuat. Dasar
hukum surat an-Nisa’ ayat 29.°

Ash-Sidqg (Kebebasan dan Kejujuran)

Dalam perjanjian tidak diperkenankan terdapat
penipuan/kebohongan karena dalam Islam sendiri dilarang
melakukan penipuan/kebohongan. Apabila terjadi hal tersebut maka
salah satu pihak berhak untuk membatalkan perjanjian. Dasar
hukum Surat al-Ahzab ayat 70.

Al-Hitabah (Tertulis)

Hendaknya dalam perjanjian dibuat secara tertulis agar dapat
digunakan dalam pembuktian apabila terjadi sebuah sengketa.
Dalam Surat al-Bagarah ayat 282-283 mengisyaratkan bahwa
hendaknya akad yang dibuat itu menjadi kebaikan bagi semua pihak.
Bahkan agar lebih baik bila dalam pembuatan perjanjian disertakan
syahadah (saksi-saksi), rahn (gadai untuk masalah tertentu), dan

prinsip-prinsip tanggung jawab individu.®

4. Klasifikasi Perjanjian/Akad Islam

Perjanjian dalam Islam juga memiliki klasifikasi seperti halnya yang ada

dalam KUHPerdata, klasifikasinya sebagai berikut:’

a. Akad dilihat dari segi hukum taklifi

1.) Akad wajib, contohnya akad nikah bagi mereka yang sudah
mampu melaksanakanya, memiliki bekal cukup, dan khawatir
dirinya akan melakukan maksiat apabila tidak disegerakanya
akad tersebut.

2.) Akad sunah, contohnya akad memberi wakaf, meminjami uang

dan masih banyak lagi.

15 Anshori, Hukum Perjanjian ..., 34.

16 |bid, 34-35.
17 Ibid, 35-37.



3.) Akad mubah, contohnya akad jual beli, sewa menyewa dan lain
sebagainya.

4.) Akad makruh, akad yang masih diragukan dan bisa
menyebabkan maksiat di akhirnya seperti akad menjual anggur
yang masih diragukan apakah anggur tersebut digunakan untuk
membuat miras atau tidak.

5.) Akad haram, berupa akad yang mengandung riba, akad menjual
barang haram.

. Akad dilihat dari disebut tidaknya dalam syara’

1.) Akad/kontrak musamma, kontrak yang diberi nama, disebutkan
serta telah diperundangkan oleh syara’.

2.) Akad ghayru musamma, kontrak yang tidak disebutkan dalam
syara’ atau kontrak yang dibentuk oleh manusia.

. Akad dilihat dari segi keabsahan

1.) Akad sahih, semua akad yang memenuhi syarat dan rukunnya
sehingga akibat hukum yang ditimbulkan mengikat secara
sempurna terhadap para pihak yang terlibat.

2.) Akad ghairu sahih, yakni akad yang syarat dan rukunnya tidak
terpenuhi secara sempurna, sehingga akibat hukumnya tidak
mengikat atas para pihak.

. Akad dilihat dari sifat mengikatnya

1.) Akad yang mengikat secara pasti, dimana akad ini tidak bisa di-
fasah (dibatalkan sepihak).

2.) Akad yang tidak mengikat secara pasti, sehingga akad ini bisa
di-fasak baik oleh kedua belah pihak atau sepihak.

. Akad dilihat dari segi bentuknya

1.) Akad tertulis, yakni akad yang dibuat dalam bentuk tulisan baik
akta otentik atau akta dibawah tangan.

2.) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat dengan diucapkan

dengan lisan.



f. Akad dilihat dari motif yang mendasarinya

1.) Akad tabarru’, merupakan akad yang tidak bertujuan untuk
memperoleh keuntungan atau laba (akad nonprofit). Yang
masuk dalam akad jenis ini adalah hiwalah, wakalah, kafalah,
wadi’ah, hadiah, hibah, sodaqoh, al-gard, ar-rahn, dan wagaf.

2.) Akad mu’awadah, yakni akad yang memiliki tujuan untuk
memperoleh keuntungan tertentu atau akad yang berorientasi
pada bisnis yang memiliki motif memperoleh laba. Yang
termasuk dalam akad ini adalah akad jual beli (al- bay al-
murabahah, akad salam, dan akad istishna’), akad bagi hasil (al-
mudarabah dan al-musyarakah) dan akad sewa menyewa
(ijarah dan ijarah wal istishna’).

5. Berakhirnya Perjanjian

Menurut hukum Islam perjanjian bisa berakhir apabila tujuan kontrak
terpenuhi/masa kontrak berakhir, fasaz (dibatalkan) dan infisak, kematian
dan ketidak izinan dari pihak yang memiliki wewenang dalam kontrak

maugqizf.*® Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut:®

a. Berakhirnya masa berlaku akad
Menurut kebiasaan dalam perjanjian sudah ditentukan tenggat waktu
pelaksanaanya, sehingga apabila jangka waktu itu telah berakhir
maka secara otomatis perjanjian juga ikut berakhir, kecuali apabila
ditentukan hal lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh para pihak yang membuatnya
Hal seperti ini bisa terjadi apabila salah satu pihak melakukan unsur
penipuan, paksaan, kekhilafan (baik menyangkut objek atau subyek
perjanjian) terhadap isi perjanjian yang disepakati kemudian pihak
lain mengetahui hal tersebut atau bisa dikatakan kontrak telah rusak
akibat adanya penipuan (tadlzs) atau ketidak pastian (taghrir),

18 Sari, Kontrak (Akad)..., 43.
19 Anshori, Hukum Perjanjian..., 37-38.



paksaan (al-ikrah) dan kekhilafan atau kesalahan mengenai objek
perjanjian (ghalat) sehingga bisa dibatalkan.?°
c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang
membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian
dibuat dalam hal memberikan sesuatu, contoh dalam bentuk
uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.
Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam
uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan

hutang menjadi kewajiban ahli waris.

B. Mudarabah

1. Pengertian

Pengertian mudarabah dari segi bahasa berasal dari Bahasa Arab darb.
Kata ini memiliki banyak arti apabila digabung dengan kata lain dalam satu
kalimat, diantaranya, memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung,
menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan masih banyak lagi.
Perbedaan arti tersebut bisa terjadi disebabkan pada konteks apa kata
tersebut dibentuk. Akan tetapi dari perbedaan arti atau makna tersebut telah
mempresentasikan perbedaan makna yakni bergeraknya suatu ke suatu yang

lain.?

Istilah mudarabah telah disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran
sedang dalam hadis terjadi perbedaan pendapat menurut beberapa ulama
figih.?2 Mengenai definisi mudarabah secara terminologi para madzhab
memiliki perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang diutarakan oleh
madzhab Hanafi mudarabah disebut sebagai “akad atas suatu syirkah dalam
keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan
(usaha) dari pihak yang lain”. Pendapat selanjutnya dari madzhab Maliki

yang mengatakan bahwa mudarabah merupakan “suatu pemberian mandat

20 Sari, Kontrak (Akad)..., 43.
21 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 87.
22 |bid, 92.



untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada
pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika
diketahui jumlah dan keuntungannya”. Madhab syafi’l memiliki pendapat
lain mengenai mudarabah, yakni “suatu akad yang memuat penyerahan
modal kepada orang lain untuk mengusahakanya, dan keuntungannya dibagi
antara mereka berdua”. Pendapat terakhir dari madzhab Hanbali yang
mengartikan mudarabah sebagai “Penyerahan suatu modal tertentu dan
jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakanya

dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya”.?®

Dari setiap pendapat yang diutarakan oleh para madzab tersebut
memiliki kekurangan masing-masing, oleh sebab itu untuk mendapatkan
definisi yang menyeluruh, jelas, efektif serta mempresentasikan dari unsur-
unsur yang terdapat dalam mugdarabah, oleh sebab itu mudarabah dapat
didefinisikan sebagai suatu akad yang di dalamnya memuat penyerahan
modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari
seorang pemiliki modal (sahib al-mal) kepada pengelola (mudarrib) untuk
digunakan menjalankan suatu usaha dengan ketentuan apabila usaha
berhasil (menghasilkan laba), maka hasil (laba) tersebut dibagi dua
berdasarkan kesepakatan sementara apabila usaha tidak menghasilkan atau
bangkrut maka kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemodal dengan
disertai syarat dan rukun tertentu.?*

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diperbolehkannya melaksanakan perjanjian bagi hasil ada
di dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum yang berasal dari Al-Quran

terdapat dalam Surat al-Muzammil ayat (20).
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Artinya: Dan yang lain lagi mereka bepergian di muka bumi untuk
mencari karunia dari Allah.?®

Selain itu juga terdapat dasar hukum lain mengenai mudarabah di dalam
Al-qur’an yakni didalam Surat Al-Ma’idah ayat 1 yang artinya “Hai orang-
orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” dan dalam Surat Al-
Bagarah ayat 283 yang artinya ‘“Maka, jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
dan hendaklah ia berkata kepada Allah Tuhanya”.?®

Terdapat banyak hadis yang menjadi rujukan untuk mendapatkan akar
kata mudarabah akan tetapi untuk mendapatkan keabsahan dari mudarabah
ini secara umum mengacu pada latar belakang sosio-historisnya.?” Diantara
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mengatakan bahwa
terdapat tiga jenis usaha yang mendatangkan berkah, yaitu: menjual dengan
kredit, mudarabah dan mencampur terigu dengan gandum untuk kalangan
sendiri bukan untuk dijual. Namun Ibnu Hazm menolak hal tersebut, dengan
mengatakan: “setiap bagian dalam fiqih mempunyai dasar acuan dalam Al-
Quran dan Hadis kecuali mudarabah. Kita tidak menemukan dasar hukum
apapun dalam hal ini”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keabsahan
mudarabah berdasarkan dari kesepakatan (ijma’) para ulama yang menilai
mudarabah sebagai kerja sama yang mengandung banyak kemaslahatan
bagi masyarakat.?® Kemudian terdapat juga hadis yang diriwayat oleh imam
Bukhari dan Muslim, “bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk
Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang
ditumbuhkan oleh tanah Khaibar”.?°

2 Al-Qur’an, 73: 20, dan Terjemah Quran Kemenag, dalam https://quran.kemenag.go.id/sura/73,
diakses pada 23 Juni 2021.

26 Mohd Syakir Mohd Rosdi dan Mohd Zulkifli Muhammad, “Penelitian Semula Akad Mudharabah:
Satu Kajian dari Perspektif Tahalif”, Internatinal Journal of Islamic and Civilizationa Studies, No.
3, Vol. 5, (2018), 84.
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Serta dalam ijma’ yang dilakukan oleh para ulama menghasilkan
persetujuan bahwa perjanjian bagi hasil memiliki hukum mubah (boleh).
Keabsahan hukum dari mudarabah mengacu pada kesepakatan para ulama’
ini didasarkan pada sunah tagririyyah dimana Nabi membiarkan kegiatan

tersebut dipraktikkan oleh masyarakat muslim pada zaman itu.
3. Pembagian Mudarabah

Menurut pendapat madzab Hanafi mudarabah dibagi menjadi dua yakni
mudarabah murlagah (absolut atau tidak terikat) dan mudarabah
mugayyadah (terikat). Mudarabah muglagah dalam pelaksananya
mudharrib mendapat kebebasan dalam mengatur kegiatan usahanya sendiri
seperti yang diinginkanya. Seperti mudarrib bisa membawa pergi
modalnya, memberikan modal tersebut kepada pihak ketiga bahkan ia juga
dapat menggunakan modal tersebut untuk melakukan musharakah dengan
pihak lain diluar akad mudarabah. Kedua, mudarabah muqgayyadah dalam
praktiknya semua keputusan dipegang oleh pihak sahibul al-mal, sehingga
mudarrib tidak bisa melakukan usaha sesuai dengan keinginan pribadinya
karena dibatasi oleh peraturan yang terdapat dalam perjanjian/kontak yang
di sepakati. Berbeda pendapat dengan madzah Maliki dan Syafi’l apabila
sahibul al-mal mengatur mugdarrib untuk membeli barang kepada seseorang
tertentu maka akad mudarabah yang dilakukan menjadi batal. Karena
apabila dilakukan hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi upaya

memperoleh keuntungan secara maksimal yang tidak tercapai.*!
4. Syarat dan Rukun

Rukun mudarabah yakni subjek perjanjian atau para pihak yang terdiri
dari pemilik modal dan pengusaha, objek perjanjian (modal, jenis usaha dan
keuntungan) dan ijab dan gabul. Sedangkan untuk syaratnya yang

berhubungan langsung dengan rukunnya yakni:

30 Anshori, Hukum Perjanjian..., 104.
81 Muhamad, Manajemen Pembiayaan..., 104.



a. Para pihak yang terdiri pemilik modal dan pengusaha mereka harus
memiliki kualifikasi untuk berbuat hukum.

b. Syarat untuk objek perjanjian yang terdiri dari modal, jenis usaha
dan keuntungan. Pertama syarat untuk modal, terdapat perbedaan
pendapat menggenai hal ini akan tetapi menurut pendapat jumhur
ulama’ dan fatwa DSN-MUI syaratnya adalah sebagai berikut:
modal hendaklah diketahui jumlah dan jenisnya, modal boleh
berbentuk uang atau barang yang dinilai, apabila modalnya
berbentuk aset maka asset tersebut harus dapat dinilai pada saat
perjanjian dilakukan, modal tidak boleh berbentuk hutang dan harus
diserahkan pada pekerja secara langsung atau secara berkala sesuai
dengan persetujuan dalam perjanjian.>?> Kedua syarat untuk
keuntungan pada mudarabah yakni keuntungan dibagikan kepada
kedua belah pihak, keuntungan dibagi berdasarkan prosentase dari
keuntungan yang didapatkan dan tidak boleh menentukan
keuntungan dengan jumlah uang pasti, prosentase keuntungan harus
dinyatakan dan diketahui oleh para pihak pada saat perjanjian
dibuat, apabila terjadi perubahan nishah atau prosentase bagi hasil
harus didasarkan pada persetujuan para pihak, kerugian dalam usaha
ditanggung semua oleh pemilik modal, dan pekerja tidak boleh
menanggunya kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh
kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran perjanjian dari
pihak pengusaha.® Ketiga syarat untuk objek perjanjian berupa jenis
usaha, hal ini tergantung pada jenis mudarabah yang digunakan,
untuk mudarabah muglagah maka pemilik modal memberikan
kebebasan kepada pengusaha untuk memilih jenis dan pola usaha
yang akan dilakukan. Untuk mudarabah mugqayyadah pemilik
modal dapat memberikan batasan-batasan berupa jenis usaha yang

harus dilakukan, jangka waktu, lokasi dan sebagainya. Secara umum

32 Acme Admira Arafah, Et. Al., “Corak Madzab Pada Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis
Ulama Indonesia: Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah”, At-Tafahum:
Jurnal of Islamic Law, No. 1, Vo. 2, (Januari-Juni 2018), 28.
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usaha yang boleh dilakukan pada akad mudarabah adalah usaha
yang tidak bertentengan dengan hukum Islam, peraturan serta adat
yang berlaku.>*

c. ljab dan gabul dalam mudarabah dapat dilakukan secara lisan,
tertulis atau cara komunikasi lainya yang dapat di terima oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian. Namun tetap disarankan dalam
membuat perjanjian tetap dilakukan secara tertulis dengan disertai

saksi guna menghindari perselisihan dan kesalahpahaman.*®

C. Perjanjian menurut KUHPerdata

1. Pengertian

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara para pihak dimana
salah satu pihak berhak menuntut atas suatu hal kepada pihak lain. Dalam
pasal 1233 KUHPerdata dijelaskan bahwa perikatan lahir karena perjanjian
ataupun karena undang-undang telah mengaturnya. Jadi kemungkinan
adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban disebabkan telah
dilakukan perjanjian antara para pihak maupun hubungan tersebut telah

diatur oleh undang-undang.®

Perjanjian sendiri adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada orang lain dimana orang-orang tersebut berjanji untuk melakukan
suatu hal.>” Melihat dari pengertian yang disebutkan sebelumnya dapat
diketahui perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Perikatan memiliki
pengertian yang masih abstrak atau umum karena para pihak dikatakan
melakukan suatu hal. Sedangkan perjanjian sudah memiliki pengertian yang

konkrit dimana para pihak dikatakan melakukan peristiwa tertentu.

3 Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah: Antara Kajian Figih dan Penerapan Perbankan”,
Jurnal Hukum Diktum, No. 1, Vol. 8, (Januari 2010), 80.
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Terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebutan kontak dan
perjanjian, istilah kontak sendiri merupakan bentuk penafsiran dari Pasal
1338 KUHPerdata dimana didalamnya mengandung asas kebebasan
membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Dalam KUHPerdata memang
tidak dikenal istilah kontrak. Menurut beberapa pendapat istilah kontrak
digunakan untuk kesepakatan yang dibuat secara tertulis sedangkan
perjanjian atau persetujuan seakan-akan digunakan untuk kesepakatan tidak

tertulis.*
2. Syarat Sah Perjanjian

Asser berpendapat bahwa perjanjian terdiri dari dua bagian pertama
bagian inti (wezenlijk oordeel atau essensialia) bagian ini merupakan
bagian yang harus ada dan bersifat menentukan atau menyebabkan
perjanjian itu ada (constructive ordeal), seperti para pihak dalam perjanjian

dan objek perjanjian.

Yang kedua bagian non inti (non wezenlijk oordeel) bagian ini dibagi
lagi menjadi dua yakni naturalia dan accidentalia. Bagian naturalia bersifat
suatu hal bawaan dari perjanjian, jadi hal tersebut ada dan melekat secara
diam-diam dalam perjanjian dan bersifat mengatur seperti jaminan atas
tidak adanya cacat dari benda yang dijual. Bagian lainya yakni accidentalia
merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dimana dalam undang-
undang tidak diatur dan memiliki sifat melekat secara tegas di dalam
perjanjian, contohnya domisili para pihak. Syarat sah perjanjian sendiri
disebutkan dalam KUHPerdata Pasal 1320 yang berbunyi “Supaya terjadi
persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; (1) kesepakatan mereka
yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

(3) suatu pokok persoalan tertentu, (4) suatu sebab yang tidak terlarang”.*

Syarat pertama dan kedua menyangkut syarat subjektif karena

menyangkut orang yang melakukan perjanjian, sedangkan syarat yang

39 Djulaeka, Buku Ajar Perancangan Kontak, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 2.
40 Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan undang-undang KUH Per (Kitab undang-undang
Hukum Perdata), (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 360.



ketiga dan empat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari
yang diperjanjikan.*'Untuk penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan salah satu faktor esensial dalam
pembentukan perjanjian dan kesepakatan ini biasanya diungkapkan
dengan adanya kata setuju yang disertai dengan tanda tangan yang
digunakan sebagai bukti dari persetujuan atas segala sesuatu yang
terdapat pada perjanjian.*? Kesepakatan mengandung arti bahwa kedua
belah pihak memiliki kebebasan berkehendak. Menurut subekti, kedua
belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas
untuk mengikatkan diri serta kemauan tersebut harus diungkapkan. Cara
pengungkapanya ini bisa dilakukan secara tegas maupun diam-diam.
Karena kesepakatan harus dilakukan secara sukarela oleh sebab itu
dalam KUHPerdata Pasal 1321 disebutkan “Tiada sepakat yang sah
apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya

dengan paksaan atau penipuan”.

Dari sana dapat dikatakan bahwa terdapat 3 hal yang menyebabkan
kesepakatan dianggap tidak dilakukan secara sukarela atau tidak
memenuhi syarat kesepakatan kehendak yakni karena adanya unsur

paksaan, kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog).

Berdasarkan KUHPerdata suatu paksaan bisa menyebabkan
pembatalan perjanjian apabila memenuhi syarat, pertama paksaan
tersebut dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian, suami atau
istri pembuat perjanjian atau keluarga kebawah, kedua paksaan
dilakukan oleh salah satu pihak didalam perjanjian atau pihak ketiga
yang memiliki kepentingan di dalam kontrak, ketiga paksaan

menyebabkan ketakutan terhadap seseorang, keempat orang yang

41 Setiawan, Hukum Perikatan. .., 60.
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ketakutan memiliki pikiran sehat, kelima ketakutan yang diciptakan
berupa ketakutan terhadap diri orang tersebut atau ketakutan terhadap
kerugian atas harta yang bersangkutan, keenam timbulnya ketakutan
akibat paksaan harus memperhatikan pula usia, kelamin dan kedudukan
dari pihak yang ditakuti, ketujuh ketakutan bukan karena rasa hormat
atau kepatuhan kepada yang lebih tua atau keluarga, kedelapan setelah
dilakukan paksaan, perjanjian tersebut tidak telah dikuatkan tidak pula
telah lewat kadaluarsa.*® Paksaan yang dimaksud dari pernyataan diatas
harus berupa paksaan rohani bukan paksaan fisik. Seperti mendapatkan
ketakutan secara psikis. Sedangkan untuk perbuatan pelaporan ke
pengadilan tidak termasuk dalam paksaan karena pengadilan adalah

tempat untuk memperoleh keadilan bukan tempat untuk ditakuti.

Unsur selanjutnya yakni kekhilafan (dwaling), seseorang dapat
disebut telah membuat kontrak secara khilaf apabila ia membuat kontrak
dengan dipengaruhi oleh pandangan yang tidak benar.** Kekhilafan
menyangkut hal-hal pokok dari yang dijanjikan. Meliputi kekhilafan

atas objek (error in substantia) dan subjeknya (error in persona).

Penipuan (bedrog) terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdata yang
bunyinya “Merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu
persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak,
adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang
lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat

tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.*°

Berdasarkan dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa penipuan
merupakan tipu muslihat yang digunakan salah satu pihak yang
menyebabkan pihak lain memberikan perizinan atau menandatangani
kontrak padahal apabila tidak dilakukannya tipu muslihat tersebut maka

pihak lain tersebut tidak akan menandatangani kontrak.*® Di dalam

43 Djulaeka, Buku Ajar..., 27.
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penipuan pihak penipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan
pihak lawan. Dalam praktik dilapangan perbuatan bohong dapat
dikatakan bohong apabila memenuhi syarat paling sedikit dapat

dibuktikan dengan adanya rangkaian perbuatan tipu muslihat.*’
b. Kecakapan

Dalam Pasal 1329 KUHPerdata telah disebutkan secara jelas bahwa
pihak-pihak dalam perjanjian harus cakap menurut hukum, bunyi
pasalnya sebagai berikut “Setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Kriteria untuk orang yang tidak cakap hukum terdapat pada Pasal
1330 KUHPerdata, yakni: orang-orang yang belum dewasa atau
dibawah umur, mereka yang dibawah pengampuan, para perempuan
dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada semua
orang yang dalam undang-undang dilarang untuk melakukan

persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai kriteria orang yang yang dianggap dewasa memiliki
perbedaan dalam sistem peraturan yang ada di Indonesia. Menurut
KUHPerdata dalam Pasal 330, “belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan mereka
sebelumnya belum menikah”. Dari pasal tersebut berarti bahwa orang
dianggap dewasa apabila mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
mereka yang telah kawin sedangkan apabila terjadi perceraian sebelum
umur dua puluh satu tahun maka mereka akan kembali pada status

belum dewasa.

Dalam KHI yang pelaksanaanya berdasarkan instruksi presiden
Nomor 1 Tahun 1991, pada Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwasanya
batas untuk usia anak mampu untuk berdiri sendiri atau dewasa adalah
usia 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak cacat secara fisik

maupun mental serta mereka belum pernah kawin. Dilanjutkan dalam

47 Setiawan, Hukum Perikatan..., 61-63.



ayat (2) didalamnya disebutkan bahwa orang tua yang mewakili anak
tersebut dalam melakukan tindakan hukum baik didalam maupun

diluar pengadilan.

Berbeda lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan mengenai usia belum dewasa di Indonesia yakni mereka
yang dibawah 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan,
hal tersebut disebutkan dalam pasal 50 ayat (1), yang berbunyi: “Anak
yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Ketentuan yang sama mengenai batas kedewasaan anak adalah 18
Tahun disebutkan dalam beberap peraturan yakni dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga
disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1), Undang-undang
Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 huruf (4).
Sedangkan pendapat berbeda lagi terdapat dalam pada Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang
kependudukan dalam Pasal 63 ayat (1) yang secara tidak langsung
menetapkan bahwa usia dewasa adalah 17 tahun.*® Dalam KUHP Pasal
45 Tentang Pidana Anak juga disebutkan bahwa batas kedewasaan
seorang anak adalah umr 16 Tahun. Jadi terdapat inkonsistensi
mengenai batas umur orang dewasa dalam peraturan yang ada di
Indonesia.  Secara yuridis seseorang dikatakan dewasa apabila
mencapai umur 18 tahun, hal ini diperkuat oleh putusan mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/1976 Tanggal 13 Oktober
1978. Akan tetapi yang terjadi dilapangan apabila dilakukan suatu
perjanjian penting masih banyak yang memakai ketentuan yang ada di

KUHPerdata dimana usia dewasa adalah 21 tahun.*®
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Mengenai mereka-mereka yang berada dibawah pengampuan
dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 433, yang menyatakan “Setiap
orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata
gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang
cakap mempergunakan pikiranya. Seseorang dewasa boleh juga ditaruh

dibawah pengampuan karena keborosannya”.

Dalam keadaan diatas menyebabkan orang yang sedemikian
dianggap tidak mampu untuk menjalankan tanggung jawab dan karena
itu dalam pembentukan undang-undang orang-orang yang sedemikian

dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanian.°

Mengenai hal yang ditetapkan oleh undang-undang dianggap tidak
cakap melakukan perjanjian terdapat dalam pasal 105, 108 dan 110
KUHPerdata.

c. Hal Tertentu

Hal tertentu ini maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian harus
memiliki objek (bepaald onderwerp) tertentu yang sekurang-
kurangnya dapat ditentukan. Objek dalam perjanjian terdapat dalam
Pasal 1333 KUHPerdata, yang isinya sebagai berikut “Suatu
persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit
ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang
tidak tertentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau

dihitung”.

Maksud dari kalimat terakhir dari pasal tersebut adalah tidak harus
barangnya sudah ada, atau di tangan pihak kedua (si berutang atau
pembeli) pada saat perjanjian dilakukan. Begitu pula mengenai
jumlahnya, asalkan nantinya dapat dihitung atau ditetapkan. Objek
tertentu ini bisa berupa benda baik yang sudah ada ataupun yang nanti
baru ada, kecuali warisan (Pasal 1334 KUHPerdata).

50 Setiawan, Hukum Perikatan..., 63-64.



Objek perjanjian ini juga bisa berarti sebagai pokok perjanjian dan
wajib dipenuhi (prestasi). Prestasi sendiri merupakan sesuatu yang
menjadi kewajiban debitur dan yang menjadi hak dari debitur. Prestasi
terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat
sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).>! Jadi pokok atau isi perjanjian ini
harus jelas agar dalam pelaksanaanya nanti hak dan kewajiban dari para
pihak dapat terpenuhi. Apabila isi dari perjanjian tersebut tidak jelas
maka prestasi akan sulit terpenuhi bahkan bila prestasi tersebut tidak

terlaksana maka dapat menyebabkan perjanjian batal >
d. Sebab yang Halal

Syarat yang keempat yakni adanya “sebab” (0orzaak dalam Bahasa
Belanda dan causa dalam Bahasa latin). Causa ini merupakan suatu hal
yang menyebabkan/mendorong seseorang untuk membuat suatu
perjanjian. Menurut pendapat Roge Road causa ini berarti sesuatu yang
menjadi tujuan dari para pihak berupa kehendak dari kedua belah pihak

untuk melakukan perjanjian.>

Berbeda dengan yurisprudensi yang mengartikan causa dengan isi
atau maksud dari perjanjian. Causa menempatkan perjanjian dibawah
pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji perjanjian, apakah
tujuan itu dapat dilakukan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335-
1337 KUHPerdata).

Adakalanya juga suatu perjanjian tidak memiliki sebab atau dibuat
atas suatu sebab palsu atau terlarang. Sebab terlarang ini maksudnya
adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan (1337 KUHPerdata). Sehingga menyebabkan perjanjian

%1 Sari, Komparasi Syarat..., 84.
%2 Djulaeka, Buku Ajar-..., 43.
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3.

yang sedemikian tersebut tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335
KUHPerdata).>*

Asas-Asas Perjanjian

Berikut ini merupakan asas-asas penting perjanjian yang terdapat dalam

KUHPerdata:>®

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Meskipun didalam pasal tersebut disebutkan bahwa semua persetujuan
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya akan tetapi ketentuan tersebut tidak bisa dilakukan
secara mutlak. Terdapat pengecualian atas penggunaan asas ini terhadap

beberapa hal:

1.) Adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure)

2.) Adanya pemberlakukan pasal 1339 KUHPerdata bahwa
“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang
mengandung arti kemauan para pihak untuk mengikut sertakan dirinya
dalam dalam sebuah perikatan. Dimana kemauan tersebut akan
membangkitkan kepercayaan (vertrouwen) atas dirinya bahwasanya
perjanjian tersebut benar akan terpenuhi. Asas ini menekankan bahwa

suatu janji itu lahir dan berlaku tepat pada saat terjadinya konsensus

54 Setiawan, Hukum Perikatan. .., 68.
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(kesepakatan atau persetujuan anara kedua belah pihak) atas hal-hal
pokok dari objek yang diperjanjian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak
semua perikatan menerapkan asas ini, karena terdapat pengecualian
terhadap perjanjian formil (hibah, perdamaian, dll) dan perjanjian rill

(pinjam meminjam, pinjam pakai, dll).
c. Asas Kepribadian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdata.
Bunyi dari Pasal 1315 KUHPerdata sebagai berikut “Pada umumnya tak
seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta

ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”.

Kemudian Pasal dari Pasal 1340 KUHPedata yang berbunyi:
“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya...”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu
perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu
sendiri, oleh karena itu dari pernyataan tersebut dapat dikatakan secara
tidak langsung suatu perjanjian menganut atau menerapkan asas

kepribadian.

Menurut pendapat Badrulzaman KUHPerdata sendiri membedakan

3 pihak yang dapat terkait dalam suatu perjanjian, sebagai berikut:

1.) para pihak yang mengadakan perjanjian
2.) para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya
3.) pihak ketiga

Penerapan dari asas ini terdapat pengecualian atas hal yang diatur

dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang berbunyi:

“Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu
janji guna untuk kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu
penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri,
atau suatu pemberian yang dilakukanya kepada orang lain, memuat

suatu janji seperti itu”.



d. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki bahwa para pihak harus memenuhi dan
melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur
mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan
debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad
baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur yang kuat diimbangi
dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan
debitur mendapat porsi yang seimbang dalam perjanjian yang dibuat.
e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dimana
suatu perjanjian harus memiliki kepastian hukum karena merupakan
perwujudan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang dimaksud
adalah mengenai kekuatan mengikat dimana perjanjian tersebut
merupakan undang-undang bagi para pihak.
f. Asas Moral

Yang termasuk dalam asas ini adalah perbuatan sukarela dari
seseorang seperti zaakwaarneming dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan
pelaksanaan perjanjian yang tidak harus berupa hal-hal yang dinyatakan
secara tegas didalamnya akan tetapi juga kebiasaan dan kepatutan
(Moral) hal tersebut terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata.
0. Asas Kepatutan

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1354 KUHPerdata yang
berisi, “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan...”.

Asas kepatutan seharusnya tetap dipergunakan karena melalui asas
ini dapat terlihat bahwa hubungan antara para pihak dapat ditentukan

juga oleh rasa keadilan yang tertanam didalam masyarakat.

4. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
suatu perikatan sehingga prestasi melahirkan untuk memberikan sesuatu,
berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 12234 KUHPerdata).



a. Memberikan sesuatu, berarti ada kewajiban bagi debitur untuk
memberikan sesuatu kepada debitur tidak hanya berupa pemberian
barang untuk dimiliki saja tetapi juga bisa hanya untuk dinikmati
atau dipakai. Pemberian sesuatu dalam KUHPerdata Pasal 1235
terbagi dalam dua maksud bisa berupa penyerahan kekuasaan atau
penyerahan barang.

b. Berbuat sesuatu, maksudnya perjanjian yang dibuat dapat
melahirkan kewajiban untuk berbuat sesuatu.

c. Tidak berbuat sesuatu, maksudnya perjanjian ini melahirkan suatu
kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu dalam tanda kutip berbuat
masalah.

Terdapat beberapa unsur dalam prestasi, pertama prestasi memiliki
hubungan antar para pihak sehingga terdapat tuntutan dalam suatu
perjanjian, kedua prestasi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketiga
prestasi bersifat dapat dilaksanakan, keempat prestasi memiliki prestasi
untuk ditentukan.>®

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak
menjalankan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian. Di mana tindakan
wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan,
dan keadaan memaksa (force majeure). Bentuk-bentuk wanprestasi sebagai
berikut:®’

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

b. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu

c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan

d. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

5. Akibat Wanprestasi

Berikut merupakan akibat yang ditimbulkan apabila debitur melakukan
wanprestasi:

a. Kreditur berhak atas pemenuhan perikatan, apabila msih

memungkinkan.

%6 Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis di Indonesia (Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam
Perspektif Syariah), (Jakarta: Kencana, 2019), 83-84.
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b. Kreditr berhak mendapat ganti rugi bersamaan dengan pemenuhan
prestasi atau sebagai ganti dari prestasi

c. Apabila wanprestasi diberakukan maka overmacht tidak bisa
dignakan sebagai alasan bagi debitur

d. Pada perikatan yang lahir karena kontrak timbal balik, maka
wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama memberi hak
kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh hakim,
sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibanya. Dalam gugatan
pembatalan kontrak juga dapat dimintakan ganti rugi.

Sanksi yang bisa didapatkan debitur atas perbuatan wanprestasi adalah

sebagai berikut:>®

a. Kreditur dapat meminta debitur untuk tetap melakukan prestasi
walaupun terlambat

b. Kreditur dapar meminta ganti rugi kepada debitur

c. Keditur dapat meminta pelaksanaan prestasi disertai ganti rugi

d. Dalam perjanjian timbal balik maka salah satu pihak dapat meminta
pebatalan perjanjian kepada hakim disertai ganti rugi.

6. Jenis-jenis perjanjian/kontrak dalam KUH Perdata

a. Perjanjian sepihak dan timbal balik
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu

pihak dimana akan memberikan akibat kepada kedua belah pihak yang

antara keduanya akan memiliki hak tagih. Contohnya terjadi dalam

perjanjian testament (wasiat) dalam Pasal 875 KUHPerdata “...suatu

akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa Yyang

dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang

olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Dari pasal tersebut dapat diketahui

dari adanya perjanjian wasiat akan menimbulkan akibat bagi kedua

belah pihak yaitu pemberi wasiat dengan pernyatannya menjadikan

pihak penerima wasiat sebagai pihak yang terbebani atas perjanjian

wasiat yang dibuat.

58 Setiawan, Hukum Perikatan..., 19.



Sedangkan untuk Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang
memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut secara otomatis
menjadi kewajiban bagi pihak lawanya. Contoh dari perjanjian ini
adalah perjanjian jual beli yang disebutkan pada pasal 1457
KUHPerdata yang bunyinya “Jual beli adalah suatu perrjanjian, dengan
nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan”.>®
b. Perjanjian Cuma-cuma dan Atas Beban

Perjanjian Cuma-cuma merupakan perjanjian dimana hanya salah
satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan dari dibuatnya perjanjian
tersebut, contohnya adalah perjanjian testament (wasiat) dimana isinya
disebutkan dimuka. Kemudian perjanjian atas beban berarti perjanjian
yang menyatakan prestasi dari satu pihak selalu terdapat tegen prestasi
dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi tersebut terdapat
hubungan tertentu, seperti jual beli dan sebagainya. Jenis perjanjian ini
diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdata, yakni “...suatu persetujuan
adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan
suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi
dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan
yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.®
c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Mengenai kedua jenis perjanjian ini dapat anda jumpai pada Pasal
1319 KUHPerdata, yang pada intinya perjanjian bernama adalah
perjanjian yang diberikan nama dan pengaturan khusus oleh undang-
undang (benoemde), seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan
masih banyak lagi. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan

perjanjian yang tidak dikenal dengan nama khusus dan tidak diatur

59 Setiawan, Hukum Perikatan..., 49-50.
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secara khusus oleh undang-undang (onbenoemde), contohnya perjanjian

sewa beli.

Tujuan adanya perbedaan perjanjian tersebut dalam Pasal 1319
KUHPerdata adalah bahwasanya semua perjanjian-perjanjian yang ada
itu tidak hanya tunduk pada ketentuan umum yang ada pada buku I11
KUHPerdata tetapi juga tunduk pada ketentuan yang mengatur secara
khusus yang mungkin saja juga menyimpang dari ketentuan umum. Dari
sana dapat diketahui ketentuan umum dari perjanjian adalah buku 111
KUHPerdata dan berlaku atas semua perjanjian baik bernama maupun
yang tidak bernama selama peraturan pada perjanjian bernama tidak

menyimpang dari ketentuan umum tersebut.®
d. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang dilakukan oleh
dua belah pihak atau lebih, di mana mereka mencapai kesepakatan untuk
mengadakan perikatan. Hal ini bisa ditemui dalam Pasal 1338
KUHPerdata.

Sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian antara dua orang
atau lebih, dimana keterikatan atas mereka bukan berdasarkan
kesepakatan melainkan atas penyerahan atas barang yang dijanjikan.
Jadi perjanjian ini hanya berlaku setelah terjadi penyerahan barang.
Contohnya dalam perjanjian pinjam pakai dalam Pasal 1740
KUHPerdata.5?

e. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya berisi
kesepakatan para pihak mengenai penyerahan suatu benda kepada pihak
lain. Hal seperti ini dianut oleh sistem KUHPedata, semisal dalam jual
beli, meskipun konsensus telah tercapai antara kedua belah pihak

mengenai barang dan harga, tapi belum berakibat beralihnya hak

61 Setiawan, Hukum Perikatan..., 51-52.
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kepemilikan dari benda tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perjanjian
kebendaan dimana seseorang berkewajiban menyerahkan haknya atas
benda kepada pihak lain. Dalam jual beli benda tetap maka
perjanjiannya disebut dengan perjanjian jual beli sementara untuk jual
beli benda bergerak, didalmnya terdapat perjanjian obligatoir dan
perjanjian kebendaan yang berlaku dalam waktu bersamaan. Oleh
karena itu apabila salah satu perjanjian cacat maka secara otomatis

perjanjian akan cacat keduanya.®
f. Perjanjian liberatoir

Perjanjian liberator merupakan perjanjian antara dua pihak yang
isinya adalah untuk menghapus perikatan sebelumnya yang pernah
terjadi antara mereka. Contohnya yang terdapat dalam Pasal 1438
KUHPerdata yang menyebutkan, “pembebasan sesuatu utang tidak

dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.%*

g. Perjanjian untung-untungan

Pengertian dari perjanjian ini bisa kita temui dalam Pasal 1774
KUHPerdata yang berbunyi:

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang

hasilnya mengenai untung ruginya, baik semua pihak, maupun bagi

sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum

tentu. Demikian adalah perjanjian penanggungan, bunga cagak

hidup, perjudian dari pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur
dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang.%

Intinya dalam perjanjian ini prestasi atau obyek perjanjian

ditentukan kemudian.
h. Perjanjian formal

Merupakan perjanjian yang dalam pembuatanya harus memenuhi

asas konsensus selain itu harus dalam bentuk tertentu dijalankan

83 Setiawan, Hukum Perikatan..., 53-54
% Ibid, 54.
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berdasarkan formalitas tertentu. Perjanjian formal seperti ini dianggap
bisa menjadi bagian dari bukti kuat apabila dilakukan secara tertulis,
ditandatangani oleh para pihak dan dibuat diatas kertas disertai dengan
materai. Perjanjian seperti ini sering disebut dengan kontrak dan bentuk

kontrak dapat berupa:%®

1) Kontrak biasa, atau dikenal juga kontrak dibawah tangan, dimana
kontrak tersebut dibuat oleh para pihak ditulis diatas kertas
bermaterai secara sederhana (Pasal 1 (a) Jo Pasa 2 (a) PP No. 24
Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas
pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai), tanpa
legalisasi ke notaris.

2) Kontrak biasa yang didaftarkan atau dicantumkan di notaris

3) Kontak yang dibuat didepan notaris dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak, sedangkan notaris sebagai saksi pengesahan sebagai

penguat kontrak.

Kontrak-kontrak yang disebutkan diatas merupakan kontrak yang
sah menurut hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat
untuk para pihak yang membuatnya, karena dengan dibuatnya kontrak
secara tertulis dengan dibubuhi tanda tangan telah dianggap sebagai
akta. Akta yang dimaksud adalah sebuah tulisan yang sengaja dijadikan
sebagai bukti atas suatu peristiwa yang disepakati dan ditandatangani.
Kontrak dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian secara
lahiriyah (Pasal 1876 jo 1677 KUHPerdata), akan tetapi bisa dijadikan
akta otentik dan alat bukti yang sempurna, apabila tidak diingkari oleh

para pihak yang berkaitan dengan kontrak (Pasal 1875 KUHPerdata).®’
Berakhirnya perjanjian

Terdapat dalam KUHPerdata mengenai hapusnya perikatan disebutkan

dalam Pasal 1381, sebagai berikut:®®

% Djulaeka, Buku Ajar..., 6
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a. Karena pembayaran

Dalam arti luas pembayaran ini bisa diartikan sebagai pemenuhan
prestasi oleh kedua belah pihak, baik penyerahan pembayaranya
tersebut berupa uang sebagai harga kemudian pihak lawan menyerahkan
kebendaan sebagai barang, sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
Pembayaran ini harus dilakukan tempat yang ditetapkan dalam
perjanjian atau jika tidak ada bisa dilakukan di tempat barang itu berada
sewaktu perjanjian. Diluar kedua hal tersebut pembayaran harus
dilakukan di rumah atau tempat tinggal si berpiutang, selama orang itu
masih berdiam di dalam kediaman sewaktu perjanjian dibuat dan dilain
hal bisa dilakukan di tempat tinggal si berutang. Kemudian pihak yang
boleh melakukan pembayaran adalah debitur ataupun pihak ketiga.
Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga ini diatur dalam undang-
undang dan tidak semua perikatan pembayaranya bisa dilakukan oleh

pihak ketiga karena tergantung pada prestasi dalam perjanjian.

b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan

atau penitipan

Pembayaran seperti ini dilakukan dengan menitipkan atau
menyimpan uang ataupun barang kepada panitera pengadilan negeri
disertai dengan berita acara, dengan dilakukanya hal ini maka hapuslah
utang piutang dilakukan oleh para piak. Hal ini bisa dilakukan apabila
pihak yang berpiutang menolak pembayaran meskipun telah dilakukan

melalui perantara notaris atau juru sita.
c. Karena pembaharuan utang

Pembaharuan utang (novasi) diatur dalam pasal 1413 sampai Pasal
1421 KUHPerdata dimana didalamnya dijelaskan bahwasanya suatu
perjanjian yang dibuat untuk menghapus perikatan yang sudah ada dan
diikuti dengan lahirnya perikatan baru sebagai pengganti. Bentuknya

bisa lisan maupun tertulis dan tidak boleh berupa persangkaan (Pasal



1415 KUHPerdata). Terdapat tiga cara pembaharuan utang yang
terdapat dalam Pasal 1413:

(1) Apabila seseorang yang berhutang membuat suatu perikatan
hutang baru guna orang yang menghutangkannya, Yyang
menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya
(novasi objektif).

(2) Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan
orang berhutang lama, yakni oleh si berpiutang dibebaskan dari
perikatanya (novasi subjektif pasif).

(3) Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur
baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa

si berhutang dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif
aktif).%°

d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi

Dijelaskan dalam Pasal 1425 KUHPerdata bahwasanya perjumpaan
utang atau kompensasi adalah bertemunya dua orang yang saling
berhutang, sehingga dari sana menyebabkan hapusnya utang masing-
masing dengan cara dan dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 1426
KUHPerdata yang isinya bahwasanya perjumpaan itu demi hukum,
bahkan dengan tidak diketahui orang-orang yang bersangkutan
mengenai bertemunya kedua utang itu, yang satu menghapuskan yang
lain dan sebaliknya pada saat utang-utang bertemu, dengan syarat
memiliki jumlah sama. Namun berdasarkan pendapat subekti pada
dasarnya kompensasi itu tidak ada dengan sendirinya melainkan
dimintakan oleh pihak yang bersangkutan berdasarkan yang ada dalam
Pasal 1431 dan 1433 KUHPerdata yang pada intinya kompensasi
dilakukan dengan adanya tindakan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Kompensasi juga memiliki syarat, hal tersebut disebutkan dalam Pasal
1427 KUHPerdata, pertama hutang uang dengan uang (objeknya adalah
pembayaran utang), kedua, hutang barang dengan barang sejenisnya
yang dapat dihabiskan (habis pakai), ketiga, utang uang bertemu dengan
hutang barang (hasil bumi/hasil pertanian) yang harganya biasanya

ditetapkan dalam daftar harga dan saat pelunasannya adalah sama.

% Tim Redaksi BIP, Himpunan..., 380.



Keempat, hutang-hutang tersebut harus sudah dapat ditagih dan sudah
ditetapkan jumlahnya.

Baik utang yang timbul dari perjanjian atau undang-undang dapat
dikompensasikan kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1429
KUHPerdata yakni apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang
secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya, kemudian
apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang dititipkan atau
dipinjamkan, terakhir apabila terhadap suatu utang yang bersumber pada
tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita

e. Karena percampuran utang

Mengenai percampuran utang ini tertera dalam pasal 1436
KUHPerdata. Percampuran utang ini bisa terjadi apabila kreditur dan
debitur berada dalam kedudukan yang sama atau kedudukan debitur dan
kreditur bertemu atau bersatu pada satu orang.

f. Karena pembebasan utang

Ketentuan mengenai pembebasan utang tertera dalam Pasal 1438-
1443 KUHPerdata yang berupa suatu pernyataan tegas dari pihak
berpiutang dimana ia tidak menghendaki prestasi dari pihak berhutang
dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan prestasi dari
suatu perjanjian. Kemudian dalam Pasal 1440 dijelaskan yang intinya
pembebasan atau pelepasan utang diberikan oleh pihak berpiutang
apabila diberikan kepada berutang utama maka hal tersebut ikut
membebaskan para pihak penanggung pula tapi apabila apabila hanya
diberikan pada pihak penanggung saja hal tersebut tidak membebaskan

si berutang utama.
g. Karena musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang terutang ini merupakan suatu keadaan dimana
barang yang menjadi objek perjanjian tidak bisa diperdagangkan lagi,

hilang atau tidak diketahui masih ada atau tidaknya. Hapusnya utang



bisa terjadi apabila kesalahan disebabkan bukan oleh si berpiutang atau
sesuatu yang diluar kuasanya (Pasal 1444 KUHPerdata).

h. Karena batal atau pembatalan

Apabila syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) perjanjian
cacat atau tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan
pembatalan (cancelling) oleh salah satu pihak. Pihak yang dimaksud
tersebut adalah apabila pihak tidak cakap hukum, maka yang
mengajukan pembatalan adalah orang tua atau walinya, atau ia sendiri
apabila telah dewasa. Bila syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang
halal) tidak terpenuhi atau cacat, maka perjanjian itu menjadi batal demi
hukum karenanya (null and void). Dalam hal ini secara hukum sejak

semula tidak ada suatu perjanjian diantara mereka.”™
I. Karena berlakunya suatu syarat batal

Hal ini bisa terjadi apabila dalam perjanjian disebutkan syarat-syarat
yang bisa menyebabkan batalnya suatu perjanjian dan apabila syarat itu

terjadi maka dengan sendirinya perjanjian menjadi batal karenanya.
j. Karena lewatnya waktu

Lewatnya waktu atau kedaluwarsa adalah suatu upaya dimana
seseorang dapat memperoleh suatu atau mereka dapat bebas dari suatu
perikatan denga lewatnya waktu tertentu berdasarkan syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1946 KUHPerdata). Kemudian
Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perseorangan hapus karena
kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa
yang menunjukan adanya kedaluwarsa itu tidak membutuhkan suatu
alas hak, lagi pula tidak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu
tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk (Pasal 1967
KUHPedata).

70 Setiawan, Hukum Perikatan..., 73-74.



Menurut pendapat Subekti dengan lewatnya waktu tersebut maka
hapuslah perikatan hukum dan yang ada hanya “perikatan bebas”
maksudnya diperbolehkan untuk dibayar atau tidak, dan kadaluarsa
tersebut dapat dijadikan tangkisan (eksepsi) dan tentu saja hal tersebut

bisa mengelak setiap tuntutan.



BAB Il
PERJANJIAN PAROAN TERNAK
DI DESA TUMBRASANOM KECAMATAN KEDUNGADEM
KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro
1. Letak dan Batas Desa

Desa Tumbrasanom terletak di wilayah Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah desa ini adalah
468.600 Hektar yang didalamnya terdapat 6 RW dan 18 RT serta terdapat
tiga dusun yakni Templek Gempol, Ringinanom dan Tumbras. Batas desa
Tumbrasanom pada bagian Utara berbatasan dengan Desa Kedungadem,
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kendung, kemudian sebelah
Selatan berbatasan dengan Desa Dayu Kidul, dan terakhir sebelah Barat

berbatasan dengan Desa Duwel.!

Tabel 3.1
Kondisi Geografis
No. Kondisi Geografis Keterangan
1. Topografi Dataran rendah
2. Tingkat kemiringan tanah 30 derajat
3. Curah hujan 72 kali/tahun
4. Suhu rata-rata harian 28 °C

Dari keadaan geografis Desa Tumbrasanom yang berada pada dataran
rendah ditambah lagi dengan curah hujan yang relatif sedang dan suhunya

rata-rata pada 28 derajat Celcius menyebabkan sebagian besar penduduk

! https://tumbrasanombjn.smartbojonegoro.id , diakses pada taggal 1 Juni 2021.
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desa yang berprofesi sebagai petani menanam tanaman padi dan palawija

seperti jagung, kacang, dan lain sebagainya.?
2. Keadaan Penduduk

Keadaan geografis yang disebutkan sebelumnya menjelaskan
bahwasanya wilayah Desa Tumbrasanom berada di lokasi yang jauh dari
perkotaan oleh sebab itu perumahan penduduk disini tidak padat. Akan
tetapi sampai saat ini desa masih berbenah untuk menambah infrastruktur
yang ada agar memudahkan warganya dalam memenuhi keperluan hidup.
Berikut merupakan gambaran keadaan dari penduduk mulai dari jumlah
penduduk, tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk, pekerjaan
penduduk, dan agama yang dianut oleh penduduk, data akan disajikan
dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan dibawahnya, yakni sebagai
berikut:

a. Jumlah Penduduk

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk
No. Keterangan Jumlah
1 Laki-laki 1421
2 perempuan 1341
Total 2762

Dari data yang telah tersaji tersebut bahwa jumlah penduduk laki-
laki lebih banyak dari penduduk perempuan, dimana selisihnya adalah
80 orang.® Jumlah keseluruhan dari penduduk desa termasuk relatif
sedikit akan tetapi setiap tahunya akan mengalami perubahan tergantung

dari beberapa faktor diantaranya kesadaran dalam menerapkan keluarga

2 Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan (Desa Tumbrasanom
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2020.
3 -
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berencana, tingkat ketersediaan pekerjaan dan tingkat kualitas hidup
disana. Apabila suatu daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi
maka hal tersebut juga akan memancing warga dari luar desa untuk
menetap di desa tersebut, serta masih banyak faktor lain yang bisa
menyebabkan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk disuatu
daerah.

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 3.3
Tingkan Pendidikan Penduduk
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Sedang sekolah 230
2. Tidak tamat SD sederajat 143
3. Tamat SD sederajat 741
4, Tamat SMP/SLTP Sederajat 1070
5. Tamat SMA/SLTA Sederajat 253
6. Tamat D1 12
7. Tamat D2 13
8. Tamat D3 2
9. Tamat S1 75
10. Tamat S2 1
11. Tamat S3 -
12. Tamat Sekolah Luar Biasa 24
13. Tidak sekolah dan lain-lain 81
Total 2762




Dari data yang telah tersaji tersebut dapat diketahui bahwasanya
tingkat pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh penduduk adalah
sampai tingkat SMP atau SLTP sedangkan terbanyak kedua adalah SD
dan selanjutnya adalah SMA.* Tingkat pendidikan ini akan sangat
mempengaruhi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan termasuk
juga dalam pekerjaan apa yang diperoleh. Semakin tinggi pendidikan
maka pengetahuan akan semakin banyak. Oleh sebab itu apabila mereka
akan melakukan suatu tindakan maka akan dipikirkan apa saja yang
akan timbul dari tindakan tersebut dan dibutuhkan pertimbangan salah
satunya mengenai peraturan atau hukum yang sedang berlaku.
Termasuk juga dalam kegiatan pembuatan perjanjian terdapat aturan
legal yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hal
tersebut akan sangat penting apabila suatu perjanjian yang dibuat
tersebut ditarik dalam ranah hukum.

c. Pekerjaan Penduduk

Tabel 3.4
Pekerjaan Penduduk

No. Pekerjaan jumlah
1. Petani 1083
2. Buruh tani 168
3. Pegawai Negeri Sipil 54
4. Pengrajin industri rumahan 10
5. Pedagang keliling 23
6. Peternak 6
7. Nelayan -
8. Montir 3

4 Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan (Desa Tumbrasanom
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2020.



9. Dokter swasta -
10 Bidan swasta 3
11. Dosen swasta -
12. Pembantu rumah tangga 27
13. TNI 15
14. POLRI 8
15. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 10
16. Pengusaha kecil menengah 42
17. Pengusaha besar 3
18. Jasa pengobatan alternatif 2
19. Arsitektur 86
20. Seniman/artis 16
21. Karyawan perusahaan swasta 28
22, Karyawan perusahaan pemerintah 13
23. Notaris -
24, Pengacara -
Total 1603

Dari total seluruh penduduk desa hanya 1603 orang yang sedang

bekerja atau memiliki profesi sedangkan sisanya adalah mereka yang

tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, anak-anak

sekolah atau mahasiswa, balita dan orang tua yang sudah berhenti

bekerja.> Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya sebagian

besar atau mayoritas penduduk di desa tersebut berprofesi sebagai petani

5 Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan (Desa Tumbrasanom
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2020.




dimana mencapai 1083 orang hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis
yang disebutkan sebelumnya dan juga keberadaan lahan pertanian yang
masih sangat luas untuk diolah sedang yang berprofesi peternak hanya

6 orang.
d. Agama yang Dipeluk Penduduk

Penduduk desa tumbrasanom dari segi keagamaan termasuk dalam
golongan yang taat. Meskipun dari sebagian kelompok dalam suatu
dusun masih ada yang mempertahankan kebudayaan atau tradisi
contohnya nyadran atau sedekah bumi dimana didalamnya dilakukan
ritual tertentu yang berdasarkan kepercayaan mereka hal tersebut

merupakan upaya untuk menolak balak atau musibah yang menimpa

desa.b
Tabel 3.5
Agama Penduduk

No. Agama Jumlah
1. Islam 2758
2. Kristen 4

3. Katolik -

4, Hindu -

5. Budha -

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas dari penduduk di
Desa Tumbrasanom adalah pemeluk agama Islam sedangkan untuk
yang beragama Kristen terdapat 4 orang dan tidak seorangpun penduduk
desa memeluk agama Katolik, Hindu dan Budha.” Dari data yang

diperoleh tersebut dimana Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk

® M. Lugman, (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tumbrasanom), Wawancara, Tumbrasanom, 5
Juni 2021.

" Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan (Desa Tumbrasanom
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2020.



oleh penduduk desa oleh sebab itu semua kegiatanya termasuk dalam
bermualah juga seharusnya dilakukan berdasar pada ketentuan Islam
karena semua selalu ada aturanya yang bersumber Al-Quran, sunah dan
juga ijma’ ulama’. Seperti halnya dalam kegiatan pembuatan perjanjian,
hal tersebut juga telah ada aturanya dalam hukum Islam mengenai cara
pelaksanaan dan hal-hal penting didalamnya karena tidak mungkin

dalam hukum Islam menjerumuskan pada kemungkaran dan kerugian.
3. Peternakan

Terdapat berbagai jenis hewan yang biasa diternakan oleh warga desa
baik hewan tersebut untuk diperjual belikan atau tidak. Tapi sebagian besar
warga desa yang beternak hewan biasanya hanya dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan pribadi bukan untuk diperuntukan pada kegiatan
bisnis yang sebenarnya hal tersebut merupakan peluang atau keuntungan
tersendiri yang bisa menjadi peluang yang bagus dalam kegiatan
berwirausaha mengingat lahan yang luas dimana rumah penduduk tidak
berdekatan juga ketersediaan pakan ternak yang melimpah untuk ternak
pemakan tumbuhan. Mengenai data hewan ternak serta jumlah

kepemilikanya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kepemilikan Ternak oleh Penduduk
No. Jenis Ternak Jumlah Pemilik Perkiraan
jumlah populasi
(ekor)
1. Sapi 245 382
2. Kambing 371 1072
3. Ayam kampung 461 1011
4. Ayam broiler 1 6000
5. Bebek 86 282
6. Angsa 6 16




7. Kelinci 2 24

8. Burung walet 1 1

9. Kucing 50 130

Dari data yang tertera dalam tabel tersebut dapat diketahui
bahwasanya berdasarkan jumlah pemilik hewan sapi adalah 245 dengan
jumlah sapi mencapai 382 ekor dan jumlah orang yang memiliki kambing
adalah 371 dengan jumlah kambing mencapai 1072.2 Dari data tersebut
menunjukan bahwasanya sektor peternakan ini memiliki potensi disana.
Dilihat dari data sebelumnya mengenai profesi penduduk yang memiliki
profesi sebagai peternak hanya 6 orang hal tersebut sangat berbanding
terbalik dengan jumlah pemilik hewan ternak yang sangat banyak hal
tersebut menunjukan bahwa beternak bukanlah profesi utama dari penduduk
desa melainkan hanya sebuah usaha sampingan karena sebagian besar dari

sebagian besar penduduk adalah petani.

B. Praktik Perjanjian Paroan Ternak di Desa Tumbrasanom Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

1. Latar Belakang Perjanjian ParoanTernak

Awal mula dilakukannya perjanjian ini berdasarkan hasil
wawancara tidak ditemukan kapan dan dari mana asalnya karena para
pihak tidak mengetahui akan hal tersebut dan hanya mengikuti sesuai
dengan kebiasaan yang ada di sana. Kemudian untuk alasan-alasan yang
menyebabkan para pihak melakukan perjanjian tersebut, setiap pelaku
memiliki alasan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

8 Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan (Desa Tumbrasanom
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2020.



a. Bagi pemilik modal

Pemilik modal memiliki alasan tidak memiliki tempat
pemeliharaan atau kandang. Untuk pemilik modal yang merupakan
seorang yang bekerja dikantor atau pekerja pemerintah mereka
melakukan kerjasama karena tidak memiliki waktu untuk
memelihara sekaligus sebagai investasi atau sebagai tambahan
pendapatan selain dari gaji yang mereka dapatkan dari pekerjaan
utama mereka. Selain itu terdapat alasan dibuatnya perjanjian atas
dasar tolong-menolong sesama yang memerlukan modal untuk
usaha ternak hewan. Selain itu ada tujuan untuk memberikan

pekerjaan untuk yang memerlukan.®
b. Bagi peternak

Sebagian besar dari peternak melakukan kerjasama tersebut
atas dasar murni untuk kegiatan ekonomi atau untuk mendapatkan
tambahan penghasilan dimana sebagian besar dari mereka yang
merupakan petani merasakan kesulitan apabila hanya
mengandalkan penghasilan dari hasil pertanian saja. Ada juga
sebagian dari mereka melakukan kerjasama tersebut karena untuk
mengisi waktu tua dengan berternak daripada menganggur. Paling
terakhir ini merupakan alasan yang sangat sedikit dipilih yakni
mereka melakukan kerjasama untuk menyalurkan hobinya
memelihara ternak sekaligus juga untuk mengisi waktu luang

apabila tidak banyak pekerjaan yang dilakukan.®
2. Praktik Perjanjian Paroan Ternak

Praktik dari perjanjian kerjasama bagi hasil ternak yang dilakukan

dilapangan adalah sebagai berikut:

° Aripin (pemodal), Wawancara, Tumbrasanom, 29 Mei 2021; lzzul Muslimah, (Pemodal),
Wawancara, Tumbrasanom, 2 Juni 2021.

19 Rejo, (peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 2 Juni 2021; Mad Jaini (Peternak), Wawancara,
Tumbrasanom, 1 Juni 2021.



a. Akad perjanjian

Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah tanpa saksi kemudian mereka
bertemu di suatu tempat dimana keduanya membuat kesepakatan yang
isinya mengenai kerjasama menggunakan sistem bagi hasil dimana
prosentase bagi hasilnya dipilih berdasarkan kebiasaan dan perjanjian
diucapkan secara lisan. Isi perjanjian mengenai bagaimana sistem dan
prosentase bagi hasilnya dan biasanya terdapat sayarat Yyang
ditambahkan oleh masing-masing pihak sedangkan mengenai
kesepakatan lainya apabila tidak diatur maka merujuk pada kebiasaan
dari perjanjian paroan ternak yang dianut oleh masyarakat, kalaupun
disebutkan sangat jarang terjadi. Mengenai kesepakatan yang merujuk
pada kebiasaan yang dimaksud adalah seperti hak dan kewajiban
masing-masing pihak, pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi

kerugian, dan berakhirnya perjanjian.!
b. Para Pihak atau subjek perjanjian

Para pihak dalam perjanjian terdiri dari pemilik modal dan peternak.
Pemilik modal adalah orang yang menyerahkan modalnya dalam bentuk
uang atau hewan ternak untuk diserahkan oleh peternak agar diusahakan
atau dipelihara hewan ternak tersebut yang nantinya ia akan
memperoleh bagi hasil dari usaha tersebut. Peternak adalah orang yang
mengusahakan atas modal yang diberikan oleh pemilik modal dengan
cara merawat hewan ternak yang nantinya ia akan mendapat bagi hasil

dari keuntungan atas usaha ternak tersebut.

Perjanjian tersebut biasa dilakukan oleh para pihak yang sebagian
besar diantara mereka memiliki hubungan keluarga atau bisa juga
dilakukan antar tetangga terdekat, dan bisa juga teman atau kenalan
yang sangat dipercaya karena memang dari awal perjanjian ini
dilakukan atas asas kekeluargaan. Mengenai para pihak yang

diperbolehkan untuk melakukan kerjasama bagi hasil ternak tersebut

11 Aripin (pemodal), Wawancara, Tumbrasanom, 29 Mei 2021.



tidak terdapat ketentuan khususnya baik dari batas umur maupun yang
lainya. Jadi selama kedua belah pihak setuju untuk melakukan

kerjasama maka perjanjian bisa langsung dilakukan.*?
c. Objek perjanjian

Objek perjanjian adalah kerjasama bagi hasil ternak hewan. Dimana
kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk melakukan kerjasama
menggunakan sistem bagi hasil dalam bidang peternakan dimana hewan
yang diternak merupakan sapi atau kambing. Dalam hal kerjasama juga
disebutkan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh para pihak
selama kerjasama berlangsung dan hal tersebut telah disepakati oleh
kedua belah pihak. Dari semua isi perjanjian yang ada dalam kerjasama,
bagian proses penentuan bagi hasil merupakan satu-satunya yang
diucapkan secara tegas dalam perjanjian yang dibuat tersebut. Lebih

jelasnya kesepakatanya adalah sebagai berikut:
1.) Sistem bagi hasil

Kesepakatan mengenai sistem dan besarnya prosentase bagi
hasil yang dilakukan oleh masayarakat Desa Tumbrasanom secara

umum terdapat dua macam:

Sistem bagi hasil yang pertama yakni dengan sistem bagi hasil
dari  keuntungan atas penjualan hewan ternak dimana
perhitungannya dengan jumlah pendapatan atas penjualan kemudian
dikurangi dengan jumlah modal diawal yang dikeluarkan oleh
pemodal dengan prosentase sebesar 1/2 (satu perdua ata setengan)
atau 1/3 (satu pertiga) untuk peternak dan 2/3 (dua petiga) untuk
pemodal. Prosentase yang menggunakan prosentase bagi hasil 1/3
(satu pertiga) dan 2/3 (dua pertiga) ini diambil atau disepakati karena
selama pemeliharaan hewan ternak pemilik modal juga memiliki
andil atau memberikan stock tambahan pakan ternak yang

diserahkan kepada peternak. Bagi hasil yang menggunakan sistem

12 Mad Jaini (Peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 1 Juni 2021.



prosentasi ini dilakukan setelah dilakukan penjualan hewan ternak
yang dirawat dari anakan hingga menjadi dewasa atau juga dari
penjualan dari anak atas hewan ternak yang dijadikan modal.*®

Sistem yang kedua yakni dengan membagi dari anak hewan
secara bergiliran. Anak-anak hewan yang lahir dari indukan yang
dijadikan modal kepemilikanya akan dibagi secara bergantian antara
peternak dan pemilik modal. Lebih jelasnya sistem bagi hasil ini
tergantung dari hewan ternak pertama yang dijadikan modal, apabila
modal berupa hewan ternak yang sudah indukan maka anak pertama
menjadi pemilik modal dan anak kedua menjadi milik peternak.
Sedangkan apabila hewan pertama yang dijadikan modal adalah
anakan hewan ternak maka anak pertama dari hewan tersebut
menjadi milik peternak dan anak yang lahir kedua adalah milik
pemilik modal dan seterusnya secara bergantian.'*

Dalam kedua jenis sistem bagi hasil yang diterapkan tersebut
tidak diperhitungkan mengenai besarnya pengeluaran yang
diperlukan untuk perawatan hewan. Sistemnya penghitungan bagi
hasilnya hanya dengan menghitung seluruh total pendapatan yang
dari penjualan hewan ternak kemudian dikurangi dengan modal
awal dan hasilnya atau keuntungannya kemudian dibagi antara para
pihak dengan prosentase sesuai kesepakatan. Jadi pihak pemodal
tidak pernah tahu seberapa besar pengeluaran untuk perawatan
ternak tersebut. Bisa saja pengeluaran tersebut lebih besar dari hasil
yang didapat karena waktu untuk pemeliharanya juga tidak
ditentukan lamanya.

2.) Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Pemilik modal memiliki hak dan kewajiban yang harus
terpenuhi. Kewajibannya yakni pertama memberikan modal baik
berupa uang maupun berupa hewan ternak secara langsung, apabila

modalnya berupa uang maka nominalnya ditentukan sesuai dengan

13 purniawan (Peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 3 Juni 2021.
14 Mad jaini, Wawancara, Tumbrasanom, 1 Juni 2021.



yang dibutuhkan nantinya uang itu akan dibelikan hewan ternak
yang kriterianya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam
perjanjian kemudian pembeliannya ini bisa dilakukan bersama
dengan pemodal atau bisa dilakukan sendiri oleh pihak peternak.
Kedua memberikan bagi hasil usaha. Sedangkan untuk hak yang
harus didapat dari pihak pemilik modal diantaranya yakni pertama
pemodal mengetahui perkembangan dari usaha ternak, seperti
jumlah anak yang dilahirkan hewan dan juga apabila hewan sakit
atau mati. Kedua pemodal mengetahui waktu penjualan hewan
ternak atau mendapat pemberitahuan apabila hewan ternak hendak
dijual. Ketiga pemodal mendapatkan bagi hasil atas kerjasama yang
dilakukan dengan prosentase sesuai dengan yang disepakati di

awal.r®

Pihak Peternak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus
terpenuhi agar pelaksanaan perjanjian menjadi seimbang antara
kedua belah pihak. Kewajiban dari peternak adalah pertama
memberi makan dan minum, pakan dari hewan ternak ini bisa
berasal dari pihak peternak saja ada pula pihak pemodal juga ikut
memberikan tambahan pakan. Kedua menyediakan kandang dan
membersihkan kandang. Ketiga mengawinkan hewan dan menjaga
kesehatan dari hewan ternak bisa dilakukan dalam bentuk pemberian
vaksin pada hewan. Keempat peternak memberikan laporan
mengenai perkembangan usaha ternak kepada pemilik modal.
Kemudian hak yang harus diperoleh yakni modal usaha dan upah
atas perawatan hewan ternak yang didapat dari bagi hasil hewan

ternak setelah dijual .8
3.) Resiko kerugian

Resiko kerugian pasti ada dalam setiap usaha tidak terkecuali

dalam usaha peternakan dimana yang diusahakan juga berupa

15 1zzul Muslimah, (Pemodal), Wawancara, Tumbrasanom, 2 Juni 2021.
16 Mad jaini, Wawancara, Tumbrasanom, 1 Juni 2021.



makhluk hidup yang bisa sakit ataupun mati. Dalam kerjasama ini
apabila terjadi kerugian maka akan dibebankan kepada kedua belah
pihak. Seperti yang terjadi dilapangan terjadi kerugian berupa hewan
ternak mati maka pemilik modal tidak mendapatkan bagi hasil serta
modal yang ditanamnya hilang sedangkan di pihak peternak juga
tidak memiliki kewajiban untuk mengganti hewan yang mati
tersebut dan juga tidak mendapatkan bagi hasil karena hewan mati
sebelum dijual, akan tetapi biasanya apabila pemodal bermurah hati
dia akan memberikan upah kepada peternak yang jumlahnya
berdasarkan keikhlasanya yang tentunya tidak seberapa dan tidak
bisa sebesar bagi hasil yang seharusnya didapatkan apabila hewan
tidak mati serta ada dimana peternak tidak mendapatkan upah sama
sekali.l” Tetapi ada yang mengaku apabila didalam kerjasama terjadi
kerugian maka akan ditanggung bersama.!® Sistem ganti rugi ini
merupakan suatu yang ada secara sendirinya karena tidak disebutkan

di dalam perjanjian secara jelas dan spesifik.
4.) Lama Waktu dan Berakhirnya perjanjian

Mengenai lama waktu perjanjian tidak ditentukan karena
memang tidak ada batas waktunya selama para pihak tidak sepakat
untuk tidak mengakhirinya maka perjanjian akan tetap berlangsung
dan hal ini akan terus berjalan sampai hewan ternak beranak pinak.
Berdasarkan kebiasaan perjanjian akan berakhir dengan sendirinya
apabila hewan ternak yang dipelihara telah dijual semuanaya atau
mati. Apabila terjadi salah satu pihak meninggal dunia maka
perjanjian masih berlanjut dan secara otomatis dilanjutkan oleh ahli

warisnya.*®

17Ahmad Habibie (Peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 29 Mei 2021; Purniawan (Peternak),
Wawancara, Tumbrasanom, 3 Juni 2021.

18 Mad jaini, Wawancara, Tumbrasanom, 1 Juni 2021.

19 Ahmad Habibie (Peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 29 Mei 2021.



3. Problematika Praktik Paroan Ternak

a. Salah satu pihak tidak mendapatkan bagi hasil

Hal ini terjadi bisa menimpa pemodal atau peternak. Dalam
wawancara yang diakukan satu kasus seperti ini tejadi pada pemodal,
dimana seharusnya dalam penjualan hewan ternak dilakukan setelah
terjadi kata sepakat untuk dijual antara kedua belah pihak atau setelah
ternak dijual peternak seharusnya memberikan bagi hasil dan
mengembaikan modal akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan.
Kemudian salah satu pihak menikmati hasil penjualan hewan ternak

tanpa dilakukan bagi hasil.?°
b. Adanya prestasi baru yang muncul di tengah perjanjian

Dalam kasus yang terjadi hal ini bisa terjadi karena pembuatan
perjanjian yang sedemikian rupa dan para pihak yang terlampau percaya
karena terpaku pada asas kekeluargaan maka salah satu pihak bisa saja
menyuruh pihak lawanya untuk melakukan perbuatan atau prestasi yang
sebenarnya pada perjanjian awal tidak disebutkan. Seperti yang dialami
oleh salah satu peternak dimana dalam perjanjian awal tidak disebutkan
mengenai ketentuan mengenai perawatan hewan seperti jenis pakan
yang diberikan dan pemberian suntik vaksin hewan agar tidak sakit tapi
tiba-tiba pemilik modal menuntut hal tersebut untuk dilakukan oleh
pihak peternak dimana seluruh biaya tersebut juga harus ditanggung
oleh peternak.?*

c. Obyek dalam perjanjian lenyap

Maksudnya disini adalah karena obyek dalam perjanjian adalah

makhluk hidup berupa hewan yang bernyawa dan bisa mati. Dimana

20 Aripin (pemodal), Wawancara, Tumbrasanom, 29 Mei 2021.
21 Mad Jaini (Peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 1 Juni 2021.



kematian tersebut bisa saja disebabkan oleh umur hewan yang sudah tua
atau bisa juga karena terjangkit penyakit. Untuk kematian yang
disebabkan oleh penyakit ini bisa juga disebabkan oleh perawatan yang
kurang baik atau karena terjangkit virus yang mewabah. Dalam kasus
yang terjadi terhadap narasumber anak hewan mati karena terinjak
induknya.??

d. Tidak terdapat penyelesaian sengketa

Perjanjian yang hanya terpaku pada adat atau tradisi dimana
perjanjian hanya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan memakai
sistem bagi hasil sedemikian rupa sesuai kesepakatan dimana
pennyebutan dari isi perjanjiannya tidak dilakukan secara jelas dan
penerapan asas-asas dalam perjanjian yang tidak dilakukan sepenuhnya.
Kemudian tidak ada kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa,
karena bisa saja terjadi sengketa di tengah pelaksanaan perjanjian
ditambah lagi dengan perjanjian yang dibuat secara lisan. Sistem
pembuatan perjanjian yang dibuat secara lisan ini menyebabkan sulitnya
dilakukan pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji
atau wanprestasi. Karena tidak adanya kemampuan untuk membuktikan
tersebut pada akhirnya salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa
melakukan apapun dan masalah hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada

penyelesaian.?®

22 Ahmad Habibie (Peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 29 Mei 2021.
23 Aripin (pemodal), Wawancara, Tumbrasanom, 29 Mei 2021 dan Mad Jaini (Peternak),
Wawancara, Tumbrasanom, 1 Juni 2021.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA
TERHADAP PAROAN TERNAK
DI DESA TUMBRASANOM KECAMATAN KEDUNGADEM
KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Problematikan dalam Praktik Paroan Ternak di Desa
Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya perjanjian yang
dibuat dalam paroan ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa
Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengikuti
kebiasaan turun-temurun berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal 1339
KUH Perdata, perjanjian harus terikat dengan sifat, kepatutan, kebiasaan, dan
undang-undang dan dalam Pasal 1347 KUHPerdata, mengenai hal-hal yang
menurut kebiasaan akan selalu disetujui dan secara diam-diam masuk dalam
perjanjian (bestendig gebruikelijk beding). Maksud dari kebiasaan ini adalah
beberapa ketentuan yang dalam kalangan atau kelompok masyarakat tertentu
sangat diperhatikan pelaksanaanya, jadi kebiasaan itu menjadi sama halnya
dengan undang-undang yang mengikat para pihak, meskipun mereka tidak
mengetahuinya selama mereka menjadi bagian dari kelompok dimana
kebiasaan itu berlaku maka kebiasaan tersebut tetap memiliki kekuatan
mengikat.! Dalam hukum Islam juga ada hukum yang didasarkan atas kebiasaan
atau adat yakni disebut dengan isltilah urf dan dalam penerapan kebiasaan
tersebut harus tidak betentangan dengan syara’, tidak menghalalkan yang haram

serta tidak membatalkan kewajiban.?

Kemudian pembuatan perjanjian yang diucapkan secara lisan yang biasa
dilakukan karena merupakan cara yang paling mudah untuk diterapkan pada
masyarakat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan ketentuan

KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat

! | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 86.
2 Darmawati, Ushul Figih, (Jakarta: Kencana, 2019), 78.
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(1) maka perjanjian dalam bentuk tersebut boleh dilakukan serta dianggap sah
dan tentu saja memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi persyaratan yang
terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Karena dalam KUHPerdata sendiri
tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk dari perjanjian. Dalam hukum
Islam sendiri perjanjian yang dilakukan dengan diucapkan secara lisan boleh
dilakukan akan tetapi terdapat anjuran bahwasanya perjanjian sebaiknya ditulis,
hal tersebut disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran Surat Al-Bagarah ayat
282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya,

dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

Dilanjutkan mengenai sistem perhitungan bagi hasil yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Tumbrasanom memiliki kesamaan dengan revenue
sharing yang terdapat dalam perbankan syariah. Revenue sharing sendiri
memiliki arti perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh
pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem ini berlaku pada
pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor,
yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.
Penerapan sistem revenue sharing dalam bank syariah ini merupakan salah satu
pengaplikasian dalil maslahah mursalah, hal tersebut terdapat pada fatwa
Dewan Syari’ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi
Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. Dalam Fatwa tersebut
disebutkan beberapa kaidah maslahah diantaranya “dimana terdapat
kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”. Penerapan maslahah dimuat pada
ketentuan umum pada fatwa tersebut, yang didalamnya menyatakan sistem
pembagian hasil usaha pada lembaga keuangan syari’ah yang menerapkan
revenue sharing diperbolehkan karena hal tersebut merupakan suatu yang
maslahat pada saat ini.> Jadi perhitungan yang sedemikian tersebut
diperbolehkan sesuai dengan yang dilakukan pada perbankan tersebut apabila

3Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam, Analytica
Islam, Vol. 5, No. 1, 2016, 74, dalam http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480,
diakses pada 3 Juni 2021.
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dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Apakah kerjasama bagi hasil yang
dilakukan masyarakat di Desa Tumbrasanom juga merupakan suatu yang
maslahat, untuk mengetahui akan hal tersebut maka perlu dicari
kemaslahatanya, salah satu metode yang dapat dgunakan adalah metode
maslahah mursalah. Perlu diperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi
agar suatu hal atau perbuatan dianggap memiliki kemaslahatan, syarat ini

didasarkan pada pendapat dari jumhur ulama’, yakni sebagai berikut:*

Pertama apakah Maslahah tersebut merupakan maslahah yang hakiki
dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar
mendatangkan manfaat bagi manusia atau menghindarkan mudharat dari
manusia secara utuh. Maslahah yang bisa didatangkan dari kerjasama tersebut
yakni adanya usaha untuk menolong antar saudara yang sedang kesusahan
dalam hal perekonomian, meningkatkan tali persaudaraan dan memupuk rasa
kepercayaan antar sesama. Dapat diketahui bahwa orang akan sangat menderita
apabila tertimpa masalah yang sangat berat, dimana pada masa ini kesusahan
dalam perekonomian merupakan suatu yang sangat berat dan menimpa banyak
orang. Orang bisa melakukan tindakan tercela seperti pencurian atau penipuan
demi memenuhi kebutuhan ekonominya, hal tersebut banyak dijumpai dalam
berita daring maupun konvensional, padahal perbuatan tersebut bisa
membahayakan dirinya sendiri dan merugikan orang lain dan Islam sangat
membenci hal tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu matan hadis tentang
etika dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
yang berbunyi:

a5 50y

Artinya: Tidak bolen ada yang melakukan kegiatan yang
membahayakan orang lain, dan dirinya sendiri.>

Dengan diberikanya modal untuk melakukan usaha peternakan maka secara

tidak langsung hal tersebut dapat membuat perekonomian seseorang menjadi

4 Harahap, Penerapan Maslahah. .., 66-67.
> Sugiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: t.p., 2015), 27.



lebih baik dan tentu saja dengan hal tersebut dapat mengurangi jumlah

pengangguran yang ada di desa.

Dari sana dapat diketahui dengan dilakukannya perjanjian kerjasama
bagi hasil tersebut secara tidak langsung dapat memberikan pertolongan kepada
saudara yang sedang kesusahan dalam hal perekonomian dan dengan hilangnya
kesusahan atau kesulitan kemungkinan untuk timbulnya kemadharatan
kedepanya akan terminimalisir. Jadi dengan dilakukanya perjanjian itu akan
timbulnya kemaslahatan dimana banyak orang akan terbantu dari perjanjian
tersebut serta penduduk bisa hidup dengan aman dan tentram karena keadaan
perekonomian penduduk menjadi lebih baik dan angka kriminalitas menjadi

rendah.

Kedua kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan
pribadi sehingga bisa memberikan manfaat/menghindari mudharat bagi semua
orang dan bukan untuk kebaikan sebagian kecil orang atau sekelompok
penguasa. Bahwasanya kerjasama bagi hasil ini diketahui oleh tidak tidak hanya
satu atau dua orang saja akan tetapi hampir seluruh penduduk desa tersebut serta
orang-orang dari desa lain. Jadi kerjasama bagi hasil tersebut dapat dilakukan
oleh siapa saja yang ada di desa tersebut tanpa pandang bulu. Maka dari itu tentu
saja kemaslahatan yang didapatkan akan bermanfaat untuk banyak orang karena
kerjasama tersebut dilakukan oleh banyak orang tidak hanya dilakukan oleh

satu, dua orang atau sekelompok kecil golongan saja.

Ketiga maslahah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam
menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
tidak berbenturan dengan dalil syara’ yang ada dalam Al-Quran, sunnah serta
Ijma’. Dapat dilihat bahwasanya perjanjian tersebut dilakukan atas dasar
maksud yang baik yakni usaha tolong menolong dan hal ini tidak bertentangan
dengan syara’ bahkan hal ini dianjurkan didalam Al-Quran yang terdapat dalam
Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya ”Dan tolong menolonglah kamu dalam
mengerjakan kebajikan dan tagwa dan jalangan tolong menolong dalam

perbuatan dosa dan permusuhan”.



Mengenai boleh tidaknya sistem pada perjanjian bagi hasil tersebut
dilakukan melihat dari penjelasan sebelumnya bahwa perjanjian ini diawali
dengan tujuan yang baik dan tujuan tersebut sejalan dengan syara’ serta
kemaslahatan ini tidak hanya untuk sedikit orang tapi untuk banyak orang.
Berdasarkan pendapat dari at-Thufi bahwasanya maslahah adalah “ungkapan
dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah dan
adat”,® sedang tolong menolong sendiri merupakan ibadah yang dilakukan antar
sesama manusia dan dinilai baik disisi Allah SWT. Maka bisa dikatakan
kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tumbrasanom
tersebut boleh dilakukan sesuai yang diperjanjikan berdasarkan kebiasaan,
karena dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan pada saat ini dengan
banyaknya orang yang terbantu juga pengurangan angka pengangguran yang

ada di Desa.

Indikasi ditemukanya tindakan pelanggaran dalam perjanjian apakah
tindakan tersebut termasuk dalam tindakan wanprestasi maka perlu
diperhatikan dulu mengenai melakukan atau tidak melakukan suatu dimana
harus berdasarkan pada perjanjian yang dibuat, begitupun yang terjadi dengan
pembuktian wanprestasi dimana harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat.
Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi dari putusan kasasi MA Nomor
2123/K/Pdt/1996 yang didalamnya mengandung abstraksi hukum bahwasanya
ada tidaknya perbuatan wanprestasi maka para hakim dalam pemeriksaan harus
fokus pada pelaksanaan dari perjanjian oleh masing-masing pihak apakah salah
satu pihak bener-benar melakukan perbuatan yang bertentangan atau hal yang

tidak ada di dalam perjanjian.’

Dalam kasus dimana salah satu pihak tidak mendapatkan bagi hasil
karena pihak lain menikmati hasil penjualan hewan ternak sendiri, padahal
dalam perjanjian kerjasama bagi hasil hal tersebut merupakan salah satu yang
paling diperhatikan dan diucapkan dengan jelas. Hal seperti ini masuk pada

tindakan wanprestasi karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya

® Darmawati, Ushul Figih,... 70
" Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., 19.



dengan tidak memberikan hak berupa bagi hasil dari usaha peternakan yang
berupa uang atau anak dari hewan ternak sesuai dengan kesepakatan, yang
seharusnya diperoleh pihak lawannya. Apabila pihak yang bersangkutan sudah
tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasinya dengan memberikan bagi
hasilnya maka pihak yang tidak mendapatkan haknya tersebut bisa meminta
ganti rugi dengan disertai pembatalan perjanjian atau ganti rugi saja, mengenai

ganti rugi wanprestasi ini terdapat dalam Pasal 1246-1252 KUHPerdata.

Mengenai adanya prestasi tambahan atau prestasi baru yang muncul
ditengah perjanjian karena salah satu pihak menuntut atas prestasi tersebut. Hal
seperti ini tidak bisa dilaksanakan kecuali apabila dalam pembuatan perjanjian
awal disebutkan hal yang sedemikian diperbolehkan. Apabila pihak yang
diminta melakukan prestasi baru tersebut tidak melakukan sesuai dengan yang
diperintahkan maka hal tersebut juga tidak termasuk dalam perbuatan
wanprestasi, karena wanprestasi terjadi apabila pihak debitur (peternak seperti
dalam kasus yang terjadi) tidak melakukan kewajibanya seperti yang terdapat

dalam perjanjian.®

Dalam kasus dilapangan juga ditemukan bahwa hewan ternak mati, hal
seperti ini bisa menyebabkan berakhirnya perjanjian karena barang atau objek
perjanjian musnah. Kondisi seperti ini bisa dianggap sebagai keadaan memaksa
atau force majeure. Dalam Pasal 1444 KUHPerdata ayat (1) dan (2) yang

menyatakan bahwa:

(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak
dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali
apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah
perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan
debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

(2) Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang,
sedang ia tidak telah menanggung resiko, perikatan itu juga hapus,
jika baginya akan musnah secara sama di tangan si berpiutang,
seandainya sudah diserahkan kepadanya.®

8 Setiawan, Hukum Perikatan..., 19.
% Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan..., 386.



Apabila musnahnya objek tersebut karena perbuatan wanprestasi atau
karena kelalaian dari pihak debitur dalam hal ini peternak yang
bertanggungjawab memeliharanya maka pihak pemilik modal dapat meminta
kepada hakim untuk membatalkan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata) akan
tetapi dalam pelaksanaannya para pihak tidak harus meminta pada hakim untuk
membatalkan perjanjian dan mereka bisa membatalkan berdasarkan
kesepakatan. Penjelasan lebih lanjut pemilik modal berhak menuntut kerugian
akan tetapi dengan syarat bahwa kelalaian tersebut disebabkan oleh peternak
sehingga menyebabkan objek perjanjian musnah yang berupa hewan ternak
mati bukan karena adanya penyakit menular dan tertularnya hewan tersebut
bukan karena ulah dari peternak, hal seperti ini diatur dalam pasal 1248
KUHPerdata. Namun kembali lagi apakah pihak yang dirugikan dapat
membuktikan bahwa benar salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi
atau tidak karena tidak ada bukti tertulis maupun saksi. Apabila terjadi hal yang
seperti ini maka peran asas itikad baik sangat diperlukan karena tuntutan
tersebut akan diterima kalau pihak lawan dalam perjanjiantersebut mengakui

bahwa tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Sengketa dalam perjanjian yang dibiarkan begitu saja tanpa ada
penyelesaian akan menimbulkan masalah baru seperti terciptanya permusuhan
antara para pihak dalam perjanjian dan lain sebagainya maka dari itu
penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting yang seharusnya diatur
dalam suatu perjanjian karena sengketa atau masalah bisa saja terjadi selama
pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu hal yang harus diperhatikan dalam
pembuatan perjanjian selain unsur essensiali yang merupakan subjek dan objek
perjanjian tapi juga harus diperhatikan hal-hal penting yang didalam kontrak
disebut dengan unsur naturalia dan accidentalia. Unsur Naturalia bersifat suatu
hal bawaan dari perjanjian, jadi hal tersebut ada dan melekat secara diam-diam
dalam perjanjian dan bersifat mengatur seperti jaminan atas tidak adanya cacat
dari benda yang dijual. Accidentalia di mana unsur ini merupakan tambahan
kesepakatan dari para pihak dimana dalam undang-undang tidak diatur dan
memiliki sifat melekat secara tegas di dalam perjanjian, jadi selain penyelesaian
sengketanya tetapi masih ada unsur accidentalia lain yang sangat tepat apabila



diterapkan dalam perjanjian. Dalam prinsip hukum Islam sendiri juga

disinggung mengenai pembuatan perjanjian serta unsur penerapan dari unsur-

unsur tersebut, diantaanya sebagai berikut:°

1.

Dari segi subjek akad/perjanjian, harus sudah cakap hukum, terdapat
identitas dan kedudukan para pihak dalam perjanjian jelas, dan
diperlukan pula adanya kejelasan tempat dan waktu perjaan itu dibuat.

Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian, tujuan perjanjian disebutkan
secara jelas dan objek tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
Islam atau urf (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam.

Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu
perjanjian, biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa,
dan objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaanya.

Perlu ada persamaan, kesetaraan, kesederajatan dan keadilan di antara
para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban diantaranya, serta
dalam hal penyelesaian masalah terkait dengan adanya wanprestasi dari
salah satu pihak.

Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (choice of
law and choice of forum), contohnya dengan memasukan klausul
mengenai metode penyelesaian sengketa apa yang digunakan dan

tempatnya.

Sedangkan menurut pendapat lain oleh Niru siaga bahwa hal-hal yang

berlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian yakni, sistem pengaturan

hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, asas hukum perjanjian, bentuk dan

jenis perjanjian, istilah dan ketentuan yang harus diperhatikan (prestasi,

wanprestasi, somasi atau teguran, ganti rugi), hal yang perlu diketahui oleh para

pihak mengenai kewenangan hukum para pihak, perpajakan, alas hak yang sah,

masalah keagrariaan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran

perjanjian, dan bentuk perjanjian standar.

Hal-hal yang disebutkan diatas perlu dilakukan dengan ditambah

dengan beberapa hal yang dianggap penting bagi pembuat kesepakatan

10 Anshori, Hukum Perjanjian..., 38-39.



perjanjian, karena perjanjian harus rigid dan menghindari dicantumkanya kata
atau kalimat yang menimbulkan multitafsir. Hal tersebut diperlukan dalam
pembuatan perjanjian guna meminimalisir peluang terjadinya sengketa di

kemudian hari.}!

Dari pelaksanaan perjanjian yang diakukan berdasarkan kebiasaan
tradisi serta diucapkan dengan lisan ini tidak terdapat masalah dan dapat
memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sah akan tetapi akan lebih
baik apabila mengikuti anjuran baik dari hukum Islam maupun hukum positif
untuk membuat perjanjian sebaiknya dilakukan dengan ditulis. Sistem
perhitungan bagi hasil juga diperbolehkan karena perjanjian tersebut
mengandung kemaslahatan. Sebenarnya yang menyebabkan masalah adalah
para pihak yang melakukan kecurangan dimana mereka tidak memegang asas
kepecayaan dan kejujuran yang diberlakukan dari awal dibuatnya perjanjian.

B. Analisis Hukum Islam dan KUHPerdata Terhadap Paroan Ternak di Desa

Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Paroan Ternak di Desa

Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Untuk menentukan bahwa suatu perjanjian dianggap memiliki
kekuatan hukum maka harus diketahui dahulu apakah perjanjian tersebut
sah atau tidak, untuk itu maka harus dipenuhi beberapa rukun dengan syarat-

syarat yang menyertainya.

Pertama makal al’aqd (objek akad). Syarat sahnya objek perjanjian
yakni barang suci, barang dapat digunakan sesuai dengan cara yang
disyaratkan, objek dapat menerima hukum akad, dimana barang bukan
barang haram atau mubah, barang dapat diserah terimakan, berwujud, dan
jelas, serta barang merupakan milik sempurna dari orang Yyang
mempergunakannya didalam akad. Objek akad dalam perjanjian ini adalah

hewan ternak yang berupa sapi ataupun kambing jadi jelas bukan

11 Anshori, Hukum Perjanjian..., 39.



merupakan barang haram dan dapat diserah terimakan karena memiliki
wujud. Sapi dan kambing tersebut merupakan modal yang dikeluarkan
secara langsung dan diserah terimakan pada saat perjanjian dibuat oleh

pemodal jadi kepemiliknya sudah jelas.

Kedua al-‘agidain (subjek akad). Syarat untuk para pihak agar
dibolehkan membuat pejanjian yakni mereka telah Mukallaf atau cakap
hukum dimana mereka memiki akal sehat, dewasa (baligh), dan tidak
tercekal (tidak idiot atau dalam keadaan pailit). Setelah dilakukan penelitian
berupa wawancara dengan sampel yakni para pihak yang pernah melakukan
perjanjian rata-rata mereka telah baligh atau dewasa dan memiliki akal
sehat, kecuali yang terjadi dalam suatu kasus dimana ia melakukan
perjanjian tersebut pada saat masih duduk di bangku sekolah dasar, yang
seharusnya dalam usia tersebut saat pembuatan pejanjian harus didampingi
oleh walinya dan apabila tidak dilakukan seperti itu bisa menyebabkan
batalnya berjanjian.'> Dalam membuat perjanjian para pihak juga tidak
dalam tekanan atau paksaan karena perjanjian baru akan dibuat dan disetujui
apabila keduanya bersedia melakukannya. Para pihak juga memiliki hak

untuk memilih sistem bagi hasil apa yang akan digunakan.

Ketiga shighat al-aqd atau ijab gabul. Dalam perjanjian ini ijab
gabul diucapkan secara lisan dan hal tersebut merupakan sah dan
diperbolehkan karena diucapkan dengan jelas dan para pihak
menyetujuinya. Kemudian syarat ijab qabul selanjutnya yakni diucapkan
oleh orang yang mencapai umur tamyiz, dimana dalam perjanjian tersebut
rata-rata dilakukan oleh orang yang cakap hukum atau baligh. Kemudian
ijab qgabul tersebut secara jelas ditujukan untuk mengusahakan modal
dengan berternak hewan. ljab qabul dalam perjanjian tersebut juga
diucapkan dalam satu majelis, dimana dalam kebiasaanya atau rata-rata
dilakukan oleh kedua belah pihak di suatu tempat baik di rumah pihak

pemodal atau peternak.

12 pyrniawan (Peternak), Wawancara, Tumbrasanom, 3 Juni 2021.



Keempat maudii’ al’aqd (tujuan akad). Tujuan dalam akad harus
jelas. Tujuan utama dari kontrak ini sangat jelas yakni kejasama yang
bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil atas keuntungan dari usaha ternak
hewan antara pemodal dan peternak ditambah lagi apabila dibarengi dengan
alasan tolong menolong maka hal tersebut juga akan sangat baik dilakukan
karena ada usaha membantu antar sesama yang didalam agama Islam sangat

dianjurkan.

Untuk mengetahui apakah kejasama paroan ini sesuai dengan salah
satu akad bagi hasil dalam Islam yakni akad mudarabah untuk itu perlu
dilihat apakah rukun dan syaratnya telah terpenuhi atau tidak yang terdiri
dari subjek perjanjian (pemilik modal dan pengusaha), objek perjanjian
(modal, jenis usaha dan keuntungan) dan ijab dan gabul. Karena syarat dan
rukun berupa subjek perjanjian dan juga ijab dan gabul memiliki kesamaan
dengan ketentuan syarat dan rukum pada perjanjian dalam hukum Islam
secara umum jadi tidak perlu dijelaskan ulang. Maka pada bagian ini cukup
dijelaskana mengenai analisis dari kerjasama paroan khusus untuk syarat
objek perjanjian ditinjau menggunakan akad mudarabah.

Pertama syarat untuk modal yakni modal hendaklah diketahui
jumlah dan jenisnya, modal boleh berbentuk uang atau barang yang dapat
dinilai, apabila modalnya berbentuk aset maka aset tersebut harus dapat
dinilai pada saat perjanjian dilakukan, modal tidak boleh berbentuk hutang
dan harus diserahkan pada pekerja secara langsung atau secara berkala
sesuai dengan persetujuan dalam perjanjian. Dari pelaksanaan perjanjian
paroan di Desa Tumbrasanom modalnya bisa berupa uang atau hewan.
Untuk modal uang tentu saja hal tersebut sah, akan tetapi untuk modal yang
berupa hewan maka nilai atau harga dari hewan harus diketahui atau
diucapkan pada saat pembuatan perjanjian atau penyerahan modal karena
apabila tidak dilakukan maka hal tersebut bisa menyebabkan perjanjian
yang dibuat menjadi tidak sah. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa
narasumber, mereka selalu mengetahui harga dari hewan ternak yang
dijadikan modal karena diucapkan oleh pemilik modal saat penyerahan

modal dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan disana. Alasan kenapa



modal yang berupa barang atau aset harus diketahui nilainya sejak awal
perjanjian dikarenakan barang atau aset tidak bisa dipastikan taksiran
harganya secara langsung dan hal ini bisa digunakan sebagai modus dalam

penipuan apabila salah satu pihak memiliki niat berbuat kecurangan.*®

Kedua syarat keuntungan, yakni keuntungan dibagikan kepada
kedua belah pihak, keuntungan dibagi berdasarkan prosentase dari
keuntungan yang didapatkan dan tidak boleh menentukan keuntungan
dengan jumlah uang pasti, prosentase keuntungan harus dinyatakan dan
diketahui oleh para pihak pada saat perjanjian dibuat, apabila terjadi
perubahan nisbah atau prosentase bagi hasil harus didasarkan pada
persetujuan para pihak, kerugian dalam usaha ditanggung semua oleh
pemilik modal, dan pekerja tidak boleh menanggunya kecuali apabila
kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau
pelanggaran perjanjian dari pihak pengusaha. Keuntungan pada perjanjian
kerjasama paroan ternak tersebut menggunakan prosentase bagi hasil yang
jelas dan disepakati sejak awal perjanjian yakni bisa %2 (satu per dua) atau
1/3 (satu per tiga), atau 2/3 (dua pertiga) atau bisa juga dengan pembagian
anak hewan. Apabila terjadi kerugian seperti yang dialami peternak dalam
wawancara dimana anak hewan yang seharusnya dijual untuk kemudian
dibagi hasilnya, maka yang menanggung kerugian atas hilangnya modal
adalah pemilik modal secara keseluruhan tapi peternak juga tidak dapat bagi
hasil setelah kerja kerasnya merawat hewan tersebut, tapi ia juga tidak
mendapat kewajiaban untuk mengganti kerugian karena hal tersebut bukan
suatu kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Jadi apabila pada perjanjian
kerjasama yang dilakukan gantirugi ditanggung oleh kedua belah pihak
maka hal tersebut berarti perjanjian tersebut tidak sesuai dengan akad

mudarabah.

Ketiga syarat untuk objek perjanjian berupa jenis usaha, hal ini
tergantung pada jenis mudarabah yang digunakan. Sejak dibuatnya

perjanjian, usaha yang akan dipilih dalam perjanjian paroan ternak sudah

13 Muhamad, Manajemen Pembiayaan..., 118.



sangat jelas yakni ternak hewan dan tidak bisa usaha yang lain, dan tentu
saja sebenarnya pemilik modal juga dipersilahkan menentukan mengenai
lokasi peternakan ataupun waktu dan sebagainya akan tetapi semua tidak
dilakukan karena berdasarkan kebiasaan kegiatan ternak sudah pasti
dilakukan ditempat peternak dan waktunya tidak terbatas sampai pada
penjualan hewan tenak atau hewan ternak mati. Jadi apabila pemodal ingin
menentukan syarat-syarat mengenai pelaksanaan usaha yang akan
dilakukan seperti waktu, tempat, dan lain sebagainya hal tersebut
diperbolehkan karena perjanjian ini memiliki kriteria yang serupa dengan
akad mudarabah muqayyadah. Serta dalam kerjasama paroan ini jenis
usahanya yang beupa ternak hewan tidak bertentangan dengan syari’at

Islam, undang-undang atau peraturan adat yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwasanya perjanjian
dianggap sah ditinjau dari syarat dan rukun dari perjanjian Islam secara
umum dan mudarabah kecuali apabila dalam pelaksanaan perjanjian
dimana pemilik modal dan peternak wajib ikut menanggung kerugian
dimana seharusnya pengusaha atau peternak tidak iku menanggung
kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahanya, maka dengan
dilakukanya hal tersebut perjanjian menjadi tidak sesuai dengan akad

mudarabah dalam Islam.

. Analisis KUHPerdata terhadap Paroan Ternak di Desa Tumbrasanom

Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum akan tetapi
tidak boleh disamakan antara asas hukum dengan norma hukum karena asas
hukum tidak termasuk dalam hukum positif dan hanya bersifat mengatur
dan sebagai penjelas sehingga tidak bisa digunakan secara langsung sebagai
alat penyelesaian sengketa. Akan tetapi asas hukum tetap diperlukan
sebagai salah satu unsur dalam pembentukan suatu aturan hukum. Pada

pembentukan aturan hukum terdapat asas utama yang diterapkan agar



terdapat kejelasan dari aturan yang dibuat tersebut asas yang dimaksud
adalah asas kepastian hukum.*

Sama halnya dengan asas kepastian hukum yang ada pada
KUHPerdata dan tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) dimana didalamnya
mengatakan bahwa kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi yang
membuatnya. Dalam pasal ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan
kepastian hukum atas suatu perjanjian yang dibuat serta akibat yang
ditimbulkan olehnya. Serta hal ini juga menyangkut kekuatan hukum dari
perjanjian atau akad yang dibuat, oleh sebab itu untuk memastikan bahwa
suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum maka harus dipenuhi syarat-
syaratnya. Perjanjian kerjasama bagi hasil sendiri yang merupakan
perjanjian tidak bernama dimana perjanjian ini tidak disebutkan atau diatur
didalam undang-undang oleh sebab itu digunakannlah aturan perjanjian
umum yang ada dalam Buku Il KUHPerdata lebih tepatnya mengenai
syarat sahnya terdapat dalam Pasal 1320 dimana disana disebutkan empat

syarat yakni sebagai berikut:

Pertama adalah kesepakatan, ketika membuat kesepakatan,
KUHPerdata mengenal asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam
Pasal 1338 ayat (1) hal tersebut berarti kedua belah pihak dalam suatu
perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan
kemauan tersebut harus diungkapkan baik secara tegas ataupun diam-diam.
dalam Pasal 1321 mengatakan bahwa kesepakatan tidak boleh dilakukan

atas paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kerjasama bagi hasil yang
dilakukan oleh warga di Desa Tumbrasanom murni atas kemauan sendiri
dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak bahwa pihak lain harus
melaksanakan hal tersebut. Apabila pihak tidak ingin melakukan perjanjian

tersebut maka secara otomatis perjanjian tidak akan terjadi. Dalam

14 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman terhadap Asas kepastian hukum melalui
konstruksi penalaran positivisme hukum, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2019), 14, dalam
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325, diakses pada 3 Juni 2021.
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pembuatan kesepakatan juga, kedua belah dibebaskan memilih sistem bagi
hasil seperti apa yang diinginkan dan tidak ada batasan mengenai adanya
klausul tambahan. Tetapi dalam praktiknya kebanyakan hanya dibahas bagi

hasilnya saja diluar dari itu hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada.

Kedua kecakapan yang dalam KUHPerdata yang disebutkan dalam
Pasal 330 dimana seseorang bisa dianggap dewasa sehingga dapat
melakukan perbuatan hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah
pembuatan perjanjian yakni mereka yang sudah berusia 21 tahun atau sudah
menikah. Untuk mereka yang dibawah pengampuan juga tidak
diperbolehkan membuat perjanjian meskipun telah dewasa yakni mereka
yang memiliki keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap mata. Jadi dengan
dipenuhi persyaratan dimana pihak cakap dan tidak dalam pengampuan
maka perjanjian dianggap sah.

Mengenai batas dewasa ini dalam pelaksanaan bagi hasil tidak
ditemukan bukti secara konkrit seperti penyertaan Kartu Tanda Penduduk
atau tanda pengenal lainya, akan tetapi sesuai berdasarkan apa yang didapat
dari wawancara terhadap narasumber yakni para pihak dalam kerjasama
bagi hasil, mereka mengaku saat melakukan perjanjian tersebut sudah
melaksanakan perkawinan hal itu berarti mereka sudah dianggap memenubhi
syarat dewasa. Sedang untuk syarat bahwa mereka memiliki akal yang sehat
atau tidak, diketahui dari hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan
perjanjian yang mereka melakukan sebagian besar dilakukan dengan
keluarga sendiri, tetangga ataupun teman dekat dengan adanya hal tersebut
maka seharusnya mereka sudah saling mengenal baik satu sama lain. Hal
tersebut juga dilakukan dengan upaya untuk meminimalisir terjadinya
terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak. Karena
kecil kemungkinan bahwa mereka akan melakukan perbuatan yang tidak
baik terhadap keluarganya sendiri terbukti bahwa bagi mereka yang
melakukan perjanjian dengan keluarga sendiri tidak ditemukan masalah

yang terjadi karena satu sama lain memiliki kepercayaan yang tinggi.



Syarat ketiga adalah hal Tertentu, maksudnya disini adalah
mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian kerjasama
bagi hasil di Desa Tumbrasanom sudah cukup jelas disebutkan sebelumnya
bahwasanya pihak pemodal berkewajiban untuk menyerahkan modalnya
dan mendapatkan hak berupa bagi hasil dan pihak peternak berkewajiban
untuk memelihara ternak dan berhak mendapatkan bagi hasil. Apabila salah
satu pihak ingin mengusulkan untuk menambah ketentuan pada bagian
tersebut pada saat perjanjian dibuat itu juga diperbolehkan dan akan
dilakukan asalkan kedua belah pihak sepakat. Karena dalam penentuan hak
dan kewajiban melibatkan kedua belah pihak maka tujuan untuk
mendapatkan keseimbang dalam hak dan kewajiban akan diperoleh, tapi
dengan penerapan yang berdasakan kebiasaan yang disebutkan di kalimat
awal paragraph saja juga diperbolehkan dan telah memenuhi syarat hal

tertentu.

Keempat syarat sebab yang halal, syarat ini berarti sebab dibuatnya
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan, serta tidak mengandung sebab palsu yang
menyebabkan pelaksanaan pokok pejanjian tidak dapat dilangsungkan
(Pasal 1337 KUHPerdata). Melihat dari praktik, sebab pembuatan
perjanjian yang dilakukan tersebut tidak menyalahi aturan apapun serta
tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta tidak dibarengi
dengan adanya maksud melakukan penipuan didalamnya, karena pada
dasarnya perjanjian yang diakukan tersebut dibuat karena adanya rasa ingin
menolong antar sesama. Oleh sebab itu asas itikad baik dan kejujuran sangat
dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian karena dari awal perjanjian dibuat

atas rasa kepercayaan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya perjanjian
kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh warga Desa Tumbrasanom
merupakan perjanjian yang sah setelah ditinjau menggunakan dasar hukum
KUHPerdata Pasal 1320, dengan catatan bahwa pelaksanaanya sesuai
dengan yang dicontohkan dan diterangkan diatas dan syarat subjek dan

objeknya yang menyebab perjanjian itu ada harus terpenuhi. Apabila



dilakukan berbeda dengan contoh maka harus dilihat lagi apakah perjanjian
tersebut telah memenuhi persyaratan keabsahan atau malah melenceng dari
aturan yang menyebabkan perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memiliki
kekuatan hukum. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua perjanjian
dilakukan sama persis dan dalam perjanjian tersebut tidak terdapat aturan
yang mengikat mengenai ketentuan dan syarat-syaratnya dan dalam
pembuatan perjanjian asas kebebasan berkontak sangat berperan serta

perjanjian dilakukan dengan didasari atas rasa saling percaya dan kejujuran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pelaksanaan paroan ternak di Desa Tumbrasanom dimana
perjanjian dilakukan berdasarkan kebiasaan dan dilakukan dalam bentuk
lisan ini tidak mempengaruhi mengenai kekuatan hukum yang dimilikinya
selama dipenuhi syarat sahnya. Penyebab timbulnya masalah yang terjadi
dalam perjanjian kerjasama tersebut disebabkan oleh para pihaknya yang
melakukan ingkar janji dan tidak memegang asas kepercayaan dan

kejujuran yang diberlakukan sejak awal dibuatnya perjanjian.

Perjanjian paroan ternak yang menerapkan sistem bagi hasil di Desa
Tumbrasanom dianggap sah ditinjau berdasarkan pada syarat dan rukun dari
perjanjian dalam hukum Islam secara umum dan akad mudarabah, kecuali
dalam pelaksanaan perjanjian yang kerugianya wajib ditanggung oleh kedua
pihak dimana seharusnya peternak tidak ikut menanggung kerugian yang
bukan disebabkan oleh kesalahanya, maka dengan dilakukanya hal tersebut
perjanjian menjadi tidak memenuhi kriteria syarat dan rukun akad
mudarabah. Perjanjian paroan ternak ini juga dianggap sah dan memiliki
kekuatan hukum setelah dianalisis menggunakan dasar hukum KUHPerdata
bedasarkan syarat sahnya perjanjian yang tertera pada Pasal 1320, dengan
catatan perjanjian dibuat seperti contoh dari pelaksanaan pembuatan

perjanjian yang telah diuraikan.

B. Saran
Masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat suatu akad
atau perjanjian kerjasama dan tentu saja harus lebih diperhatikan lagi apa
saja isi perjanjian dan hal-hal penting yang harus ada dan disebutkan secara
jelas di dalamnya, hal tersebut diperlukan dalam pembuatan perjanjian guna
meminimalisir peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Meskipun
perjanjian yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan sehingga asas

kejujuran dan kepercayaan sangat dijunjung akan tetapi akan lebih baik
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apabila perjanjian tetap dibuat secara tertulis, karena dengan dibuatnya
perjanjian secara tertulis meskipun hanya berupa perjanjian dibawah tangan
hal tersebut akan sangat bermanfaat sebagai bukti apabila salah satu pihak

melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
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